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ABSTRAK 
 

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah 

Pusat melainkan juga oleh Pemerintah Daerah. Tiap-tiap daerah diberikan kebebasan 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerahnya yakni dalam bentuk 

Otonomi Daerah,Pemerintah Daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang 

memadai sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah.Dimana tolak ukur dari Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber daya 

ekonomi lainnya. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah 

perlu melakukan inovasi dan kreativitas terutama dalam mengelola dan mengembang 

potensi yang ada di daerah tersebut. Kota sawahlunto sedang giat mengembangkan sektor 

pariwisata sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2011 yaitu Menjadikan Kota Sawahlunto 

Menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya Tahun 2020 dimana dalam hal ini 

mendukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang 

yang berbudaya dan mengetahui Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang 

yang berbudaya. Thesis ini adalah penelitian Observasi dengan menggunakan metode 

wawancara. Dengan para informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat terbuka secara langsung kepada informan.Juga mempelajari dokumen-dokumen 

dan data-data tertulis, membaca, menelaah buku-buku/kitab dan kaidah-kaidah hukum 

normatif yang berkenaan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu konten analisis. Yaitu dengan menganalisa data-data yang telah didapat 

melalui pendekatan kosa kata dan pola kalimat. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

menjawab rumusan masalah berikut:Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata 

Tambang yang berbudaya Pada Tahun 2020,dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi 

penghambat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Kota Sawahlunto 

menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Hasil penelitian ini, yang pertama, 

Beberapa kebijakan yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terdapat dalam Rencana 

Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto diantaranya Terus 

Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan 

Sektor Pariwisata, Menyusun perencanaan teknis pengembangan pariwisata, 

Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas, Mewujudkan 

kawasan agrowisata Sawahlunto, Mengembangkan Kawasan Geopark Kota Sawahlunto 

sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark, Meningkatkan Promosi Wisata 

Sawahlunto di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang Terukur dan Tepat 

Sasaran.Kemudian Ketersediaan Dana Pengembangan Pariwisata.Yang kedua yaitu, 

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi Pengembangan Kota 

Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya pada tahun 2020 dimana 

Keadaan jalan menuju Objek Wisata kurang baik dan yang kedua Sumber Daya Manusia 

yang mengelola lebih ditingkatkan lagi. 
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ABSTRACT 

 

Regional administration is implemented not only by central government but also 

local government. Regions have authority to regulate and manage its government 

affairs in regional autonomy. Local government should have adequate financial 

resources for governmental administration and regional development, whereas it 

is a standard of regional income and other economic resources. To improve 

income, local government should be more innovative and creative especially in 

managing and developing region potential. As Sawahlunto city is actively 

developing tourism in accordance with Regional Regulation No. 2 of 2011 that 

make Sawahlunto as cultured mining tourism city in 2020 which is fully 

supported by government of West Sumatera. This research was aimed to study 

provincial government policy in realizing Sawahlunto as cultured mining tourism 

city and analyze supporting and inhibiting factors were faced in realizing 

Sawahlunto as cultured mining tourism city.  This thesis is an observation 

research using interview method by giving direct questions openly, studied 

documents and written data, read laws code and normative legal rules regarding 

the objects. It used analysis content as data collecting method by analyzing data 

obtained from vocabulary approach and sentence pattern approach. This research 

was aimed to answer the following problems formulation: West Sumatera 

government policy in realizing Sawahlunto as cultured mining tourism city and 

supporting and inhibiting factors were faced by West Sumatera government in 

realizing Sawahlunto as cultured mining tourism city. Results of this research are, 

firstly, policies conducted by West Sumatera government with department of 

toursim and creative economy to accomplish aims of Sawahlunto city. Those are 

strategic plan of tourism department and availability of tourism development 

fund. Secondly, supporting and inhibiting factors were faced in implementation of 

Sawahlunto development strategy which the supporting factors were good citizen, 

nature and culture also valuable tourism objects. Meanwhile, the inhibiting factors 

were limited access and human resources in managing tourism objects. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Semenjak tergulingnya rezim Orde Baru yang telah mengatur roda 

pemerintahan Republik Indonesia kurang lebih selama tiga puluh dua tahun, dan 

berganti dengan Orde Reformasi yang dimulai dengan lengsernya presiden pada 

masa Orde Baru yaitu Suharto kemudian digantikan oleh BJ. Habibie terjadi 

perubahan yang begitu pesat dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. 

Pemerintahan yang Sentralistik dirubah menjadi pemerintahan yang 

Desentralisasi, dimana merupakan roh dari Otonomi Daerah.  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi 

landasan konstitusional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui 

landasan ini maka jelaslah meskipun Indonesia merupakan negara kesatuan bukan 

berarti penyelenggaraan negara hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat 

melainkan dalam beberapa hal dilaksanakan juga oleh Pemerintah Daerah.
1
 

Hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan menarik untuk di kaji, 

hal ini dikarenakan kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas 

pemerintahan adalah pemerintah pusat atau dengan kata lain kekuasaan tertumpu 

dipusat pemerintahan. Kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah 

biasanya sangat terbatas. Sering kali di sebut karakter negara kesatuan itu 

sentralistis. Dalam negara federal negara-negara bagian relatif lebih memiliki 

                                                             
1
Sudi Fahmi, Konstitusi Hukum anatar Pemerintah Pusat dan Daerah (Studi atas 

Pelaksanaan Desentralisasimdalam bidang kehutanan), Kreasi Total Media, Yogyakarta:2009 

h199 



 
 

ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, 

karena kekuasaan negara terdesentralisir ke negara bagian.
2
 

Politik Hukum pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah 

satunya mengenai sebuah wadah agar perencanaan hubungan hukum perundang-

undangan dapat disusun secara terencana, terpadu, dan sistimatis yang memuat 

potret rencana hukum dalam periode tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai konsekuensi 

logis dari perubahan, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat daerah. Disebut demikian karena memiliki 

filosofi dan pradigma yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Sebagian 

konsekuensi logis dari perubahan, daerah memiliki kebebasan yang luas untuk 

mengatur kepentingan masyarakat daerah termasuk dalam pengturan 

kelembagaan.
3
 

Jika melihat kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, 

pemerintah daerah pasti membutuhkan dana yang relatif besar. Dan salah satu 

cara untuk menyikapi hal itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pertimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Memberikan keleluasaan kepada daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dengan cara menggali dan memberdayakan sumber-sumber daya 

                                                             
2
Nimatul Huda, Problematika Pembatalann Perda, FH UII Press  Yogyakarta:2010 h20 

3
Siswanto Sunarmo Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar  

Grafika,Jakarta:2012  h293 



 
 

potensial yang ada di daerah seperti yang berasal dari perpajakan, retribusi, 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hal lainnya yang sah. 

 Adapun tujuan pemberian Otonomi Daerah ini adalah untuk 

memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam 

rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Terutama 

dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk 

meningkatkan pembinaan kestabilan kolitik kesatuan bangsa.
4
 

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, 

daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta 

potensi dan keanekaragaman dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
 

Keuangan Daerah merupakan satu diantara banyak sektor penunjang yang 

sangat perlu bagi pelaksanaan Otonomi Daerah guna membiayai terselenggaranya 

Pemerintah Daerah diwajibkan pada daerah mempunyai sumber-sumber keuangan 

yang layak. Tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh daerah dapat membiayai 

penyelenggaraan Pemerintah Derah tersebut yakni Pendapatan Asli Daerah dan 

sumber daya ekonomil daerah.  

                                                             
 

4
Siswanto Sunarmo, Op.cit h7 

5
Ibid 



 
 

Dalam mengelola dan mengembang potensi pariwisata yang ada di daerah 

guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut makaharus dilakukan 

inovasi dan kreativitas.  

Diantara banyak sektor terdapat salah satu sektor yang sangat penting 

sebagai sumber ekonomi negara dan masyarakat yakni Pariwisata. Dimana 

pembangunan sektor pariwisata menjadi lebih penting lagi bagi pengembangan 

suatu daerah pada era otonomi daerah saat ini. Dikarenakan tiap-tiap daerah 

diwajibkan agar dapat menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah yang mana 

nantinya akan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dan 

peningkatan ekonomi lokal.
6
 

Pariwisata juga merupakan salah satu sektor di Indonesia yang harus 

didorong sebagai sektor unggulan dengan menyelesaikan berbagai kendala seperti 

rendahnya promosi, masih minimnya infrastruktur, kualitas dan layanan SDM 

rendah dan masih rendahnya politicalwill pemerintah daerah.
7
Maka dari itu pantas 

pariwisata dijadikan sektorunggulan yang menjanjikan untuk pengembangan 

perekonomian dalam menunjang pembangunan Indonesia. 

Perlunya pemerintah mengembangkan industri kepariwisataan karena 

merupakan sektor yang diharapkan mampu menyumbang devisa Negara setelah 

sektor migas, terutama sejak sektor migas tidak mampu lagi dijadikan sandaran 

                                                             
7 Hari Karyono. 1997. Kepariwisataan. Jakarta: Gramedia. h 89.

 

 7
Dokumen Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan APBN-SETJEN 

DPR-RI,“Industri Pariwisata: Alternatif Sektor Andalan di Tengah Pelemahan Ekonomi 

Domestik”, h1
 

 

 



 
 

utama bagi pemasukan devisa seperti sebelum tahun 1980-an. Salah satu potensi 

yang dipandang dapat dikembangkan untuk maksud itu adalah pengembangan 

sektor pariwisata. 

Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka pencapaian tujuan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Berlakunya Undang-

Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, seluruh pemerintah daerah 

yang ada di Indonesia mulai berusaha melakukan pembenahan. Pembenahan 

tersebut salah satunya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan 

sektor pariwisata yang dimiliki sehingga memberikan dampak positif terhadap 

kesejahteraan masyarakatnya. Potensi yang terdapat pada sebuah daerah bila di 

kembangkan dengan sebaik baiknya akan berpengaruh besar terhadap 

peningkaran pembangunan daerah maupun Negara. Pembangunan suatu daerah 

atau negara pada umumnya akan meningkat jika potensi yang di miliki jika 

dikembangkan dengan strategi yang baik 

Tujuan pengembangan pariwisata adalah memberikan keuntungan baik 

bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf 

hidup mereka yang menjadi tuan rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang 

dibawa ke kawasan tersebut.
8
 Dengan keuntungan pariwisata dari aspek ekonomi 

ini seharusnya pemerintah juga melakukan pembenahan-pembenahan terhadap 

sektor pariwisasta sehingga dapat meningkatkan kunjungan baik dari wisatawan 

lokal ataupun mancanegara. 

                                                             
 8

Robert Crhistie Mill,Tourism the International Business Bahasa Indonesia, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h 168.

 



 
 

Dampak positif akan di rasakan apa bila pariwisata di suatu daerah dapat 

dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dampak positif tersebut dapat berupa 

penerimaan pajak dan retribusi daerah, ketersediaan lapangan kerja dan 

memperkecil angka pengangguran, dan meningkatan perekonomian bagi warga 

setempat yang nantinya akan menimbulkan permintaan baru terhadap hasil-hasil 

pertanian, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga, kerajinan dan 

pertenunan, di daerah tujuan wisata. 

Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang tidak kalah dibandingkan 

dengan daerah tujuan wisata utama di indonesia seperti Bali. Sejak tahun 2005 

lalu, Pemerintah telah menetapkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah 

tujuan wisata utama di Indonesia. Dengan kekayaan keindahan alam dan 

budayanya, Sumatera Barat memang sangat potensial dikembangkan sebagai 

daerah tujuan wisata. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang semakin membaik 

seperti akses masuk ke Sumatera Barat telah mudah dengan adanya Bandara 

Internasional Minangkabau, ditingkatkannya akses lewat laut di Pelabuhan Teluk 

Bayur, penambahan hotel, restoran, peningkatan pendidikan dan keterampilan 

terutama SDM dibidang pariwisata.
9
 

Potensi wisata yang ada di Sumatera Barat mencakup keindahan alam, 

potensi budaya, peninggalan sejarah serta hasil karya anak nagari yang dapat 

                                                             
 9

Heriandi Aldo, Strategi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dalam 
Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke Sumatrea Barat, Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas 2010.

 

 

 

 



 
 

dijadikan aset pariwisata daerah. Potensi objek dan ketertariakann setiap 

wisatawan terhadap wisata alam yang meliputi: pantai dan beberapa pulau, alam 

pegunungan, ngarai dan lembah, danau, iklim yang sejuk di dataran tinggi dan 

hutan yang tropis. 

Salah satu Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat yakni Kota 

Sawahlunto, di sektor Pariwisata Kota Sawahlunto memiliki potemsi yang cukup 

besar. Dimana Visi Kota Sawahlunto adalah mewujudkan Kota Wisata Tambang 

yang Berbudaya tahun 2020. Salah satu langkah strategis yang dilakukan guna 

untuk  mewujudkankerjasama antara daerah, meningkatkan fisik kota dan 

meningkatkan kualitas produk wisata yakni melalui kegiatan penataan institusi. 

Perencanaan penataan dan revitalisasi kawasan Kota Sawahlunto yang memiliki 

beberapa objek yang sangat menarik untuk dikembangkan sebagai salah satu 

tujuan objek wisata seperti kawasan kota lama Sawahlunto merupakan alah satu 

langkah strategis yang dilakukan. 

Dilihat dari aspek aspek tata ruang, investasi, informasi maupun aspek 

lainnya yang mana terdapat kaitan dengan perkembangan pariwisata daerah, 

masih banyak dari potensi objek wisata di Kota Sawahlunto yang masih perlu 

untuk dikembangkan. Visi pembangunan Kota Sawahlunto didasarkan kepada 

Peraturan DaerahNo. 2 Tahun 2001 yaitu menjadi Kota Wisata Tambang yang 

Berbudayapada Tahun 2020. Pada mulanya pada tahun 2020 ini betujuan untuk 

mewujudkan Peraturan Daerah tersebut benar-benar tercapai, agar dapat memicu 

munculnya motivasi bagi Pemerintah Kotadan seluruh Stakeholders. Sementara 

itu berbudaya bermakna supaya dalam upayamewujudkan Kota Wisata Tambang 



 
 

tersebut seluruh masyarakat dan stakeholdersdapat beraktifitas, berkreasi dan 

berinovasi sebanyak banyaknya, dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang 

diterapkan di dalam kehidupan masyarakat Kota Sawahlunto. Berdasarkan tujuan 

Mewujudkan Kota Wisata Tambang yang beberbudaya
10

Pemerintah Kota 

Sawahlunto telah menentukan empat hal yang perlu diwujudkan yakni , Kapasitas 

Institusi, Kerjasama Antar Daerah, Peningkatan Kualitas Kota dan Peningkatan 

Kualitas Produk dan Kawasan wisata guna mencapai visi dan misi sebagaiKota 

Wisata Tambang yang Berbudaya.  

Telah terkihat dan diakui bahwa keadaan fisik  Kota Sawahlunto yang 

memiliki  perbeda dengankota-kota lain di  Provinsi Sumatera Barat maka jenis 

pariwisatayangdi kembangkan antara lain Wisata Budaya (Culture Tourism) dan 

Wisata Rekreasi (Minig Tourism). Berikut penulis paparkan beberapa Wisata 

Budaya diantaranya
11

 : 

1. Museum Kereta Api Mak Itam 

Museum Kereta Api ini awalnya merupakan stasiun Sawahlunto yang 

menjadi bagian dari jaringan rel kereta api Sumatera. Sejak tahun 2005, stasiun ini 

berubah fungsi menjadi museum Kereta Api dengan koleksi gerbong, lokomotif 

uap dan aneka dokumentasi kereta api di Sumatera.Museum Kereta Api 

Sawahlunto adalah museum kereta api tertua kedua di Indonesia setelah Museum 

Kereta Api Ambarawa.  
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Gambar 1.1 Museum Kereta Api Mak Itam 

 

2. Gedung Pusat Kebudayaan 

Gedung Pusat Kebudayaan ini dulunya merupakan tempat berpesta para 

pejabat Belanda. Setelah pendudukan Hindia Belanda berakhir, gedung ini 

menjadi gedung pertemuan masyarakat lalu diubah lagi menjadi kantor Bank 

Dagang Negara dan akhirnya menjadi kantor Bank Mandiri sampai tahun 2005. 

Dari luar bangunan gedung ini tampak sangat menarik, terutama dari segi ciri khas 

bangunan gaya Belanda.  

Gambar 1.2 Gedung Pusat Kebudayaan 

 

3. Museum Tambang Batubara. 

Ombilin merupakan nama salah satu areal pertambangan batu bara yang 

terkenal di Sawahlunto. Di museum ini kamu bisa melihat berbagai macam 

artefak dan dokumentasi sejarah penambangan batu bara, khususnya yang ada di 

Sawahlunto. Gedung bangunan museum juga merupakan gedung bersejarah yang 

sempat dijadikan rumah peristirahatan mantan presiden Soeharto. 



 
 

Gambar 1.3 Museum Tambang Batubara 

 

4. Museum Gudang Ransum 

Museum ini menempati bekas area dapur umum para pekerja tambang dan 

telah didirikan sejak tahun 1918. Tereletak di jln Abdul Rahman Hakim kelurahan 

Air Dingin kecamatan Lembah Segar. Meski sudah berumur satu abad, namun 

bangunan ini tetap berdiri kokoh. Museum ini menempati sebuah kompleks 

bangunan bekas dapur umum para pekerja tambang batu bara dan pasien RSU 

yang berjumlah ribuan. Dapur umum ini dilengkapi dua tunku besar dan tungku 

pembakaran untuk memasak 3.900 kg beras setiap hari bagi para pekerja tambang 

batu bara.
12

 

Gambar 1.4 Museum Gudang Ransum 

 

5. Terowongan Lubang Mbah Soero. 

Terowongan 15m  ini ini dulunya merupakan salah satu fasilitas untuk 

penambangan batu bara. Nama Soero diambil dari nama mandor tambang batubara 
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kala itu. Untuk bisa masuk ke sini wajib mengenakan helm pengaman serta safety 

shoes. Wisatawan bisa mendengar langsung cerita lengkap sejarah lubang Mbah 

Soero ini dari pemandu yang akan menemani sepanjang perjalanan menyusuri 

terowongan.  

Gambar 1.5 Terowongan Lubang Mbah Suro 

 

Diantara Wisata Rekreasi adalah sebagai berikut
13

 :  

1. Danau Kandih. 

Danau bekas galian tambang batubara yang telah lebih dulu populer, 

namanya Danau Kandih. Panorama alam perbukitan bekas area tambang di sini 

tidak kalah menariknya. Air di danau Kandih ini bersumber dari Sungai 

Batanghari. Tidak heran bila ada sebagian orang yang memancing di tepian danau. 

Fasilitas wisata yang ada di sini juga sangat lengkap, ada sepeda air, banana boat, 

dan bahkan area outbond. 

Gambar 1.6 Danau Kandih 
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2. Objek Wisata  Puncak Cemara.  

Puncak Cemara berlokasi di area perbukitan yang tidak jauh dari pusat 

Kota Sawahlunto. Posisinya yang berada di ketinggian membuatnya menjadi 

tempat yang pas sebagai view point  pemandangan Kota Sawahlunto. Tidak hanya 

sekedar menikmati pemandangan kota, isana bisa bermain di 

arena playground atau bersantai di gazebo dengan ditemani monyet eko r panjang 

yang sesekali muncul. 

Gambar 1.7 Objek Wisata  Puncak Cemara. 

 

3. Taman Satwa Kandih. 

Taman satwa ini ternyata dulunya merupakan areal penambangan PT Bukit 

Asam. Kini kawasan tersebut direklamasi menjadi taman flora dan fauna. Selain 

bisa melihat aneka satwa,pengunjung juga bisa melakukan berbagai macam 

aktivitas seru bersama keluarga, mulai dari aneka permainan air,  flying fox, 

hingga paintball. Taman Satwa Kandih sangat cocok dijadikan tempat liburan 

akhir pekan.  

 

 

 



 
 

Gambar 1.8 Taman Satwa Kandih 

 

4. Puncak Polan. 

Dari Puncak Bukit ini dapat menikmati bangunan-bangunan bersejarah 

yang indah dan unik. Wisatawan dapat menikmati indahnya sunrise dan pada 

malam hari dimana pengunjung dapat menikmati gemerlap kota Sawahlunto. 

Puncak polan terdapat di Kecamatan Lembah segar yang meru akan bukit-bukit 

hijau yang mengelilingi Kota Sawahlunto. 

Gambar 1.9 Puncak Polan 

 

5. Waterboom 

Lokasi Waterboom ini terletak di Desa Muaro Kalaban Kecamatan 

Silungkang Kota Sawahlunto. Waterboom ini terletak di Ruas jalan Lintas 

Sumatera, berbagai wahanan menarik terdapat disana. Wahana anak pun juga ada, 

Water boom Sawahlunto ini juga merupakan water boom pertama yang ada di 

Sumatera Barat.  



 
 

Dapat dikatakan cukup besar jumlah objek wisata alam maupun objek 

wisata sejarah yang ada di Kota Sawahlunto, karunia sang pencipta yang 

ditopang  dalam bentuk sejarah maupun alamnya, menjadikan Sawahlunto 

sebagai tujuan wisata yang sangat tepat  untuk dinikmati bagi penikmat 

pariwisata lokal maupun nasional bahkan internasional, disebabkan juga karena 

keaslian alam kota Sawahlunto yang indah secara alami. 

Gambar 1.9 Waterboom 

 

6. Objek Wisata Puncak Batu Runcing  

Puncak Batu Runcing terletak di Kecamatan Silungkang sedangkan 

Puncak Microwave terletak di Lumindai Kecamatan Barangin. Batuan kapur ini 

terbentuk oleh pelapukan air hujan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tidak 

banyak yang mengetahui lokasi persis kedua puncak batu ini. Untuk menuju 

lokasi ini kamu harus menyewa guide agar tidak tersesat. Jangan lupa untuk tetap 

utamakan keselamatan jika ingin menaiki puncaknya. 

Gambar1.10 Desa Wisata Rantih 

 



 
 

7. Desa Wisata Rantih  

Selain destinasi wisata kota tua dan bangunan cagar budaya, Sawahlunto 

juga ternyata memiliki panorama alam pedesaan yang indah lho. Desa Rantih 

adalah salah satu desa di Sawahlunto yang telah dikembangkan menjadi desa 

wisata. Desa rantih bahkan pernah menjadi tuan rumah kejuaraan silat 

internasional pada 2012 lalu. 

Gambar 1.12 Desa Wisata Rantih 

 

Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik utama desa ini adalah air 

terjun sungai Bikan. Air terjun di tengah hutan ini seolah menjadi oase segar di 

Kota Sawahlunto. Di area air terjun terdapat bumi perkemahan yang dijadikan 

tempat menginap bagi para pecinta alam. Selain air terjun, kamu bisa berjalan-

jalan di area persawahan serta jembatan gantung unik Sungai Bikan. 

Dalam usaha menyokong sektor pariwisata selain objek alam, Kota 

Sawahlunto juga memfasilitasi wisatawan yang berkunjung dengan adanya Hotel, 

homestay dan Biro Perjalan Wisata. Dimana hotel dan Homestay tersebut dapat 

dijadikan sebagai tempat beristirahat dan bermalam bagi para wisatawan baik 

wisatawan nusantara maupun para wisatawan mancanegara. Dengan demikian 

tentunya Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto juga bersumber dari sektor 

Pariwisata itu sendiri.  



 
 

Sementara itu pengembangan dan pembenahan objek wisata di Kota 

Sawahluno ini dilakukan karena makin beragam dan saling berusaha meningkatkat 

sektor pariwisata diantara daerah-daerah lainnya baik khususnya di Provinsi 

Sumatera Barat dalam membangun sektor pariwisata, dapat kita lihat 

diantaranyberbagai wisata pantai maupun wisata pulau.  

Dengan banyaknya pilihan masyarakat terhadap berabagai tempat wisata 

yang ada di Sumatera Barat nantinya akan berdampak pada persaingan 

kepariwisataan. Sehingga berakibat juga kepada berkurangnya kunjungan wisata 

ke Kota Sawahlunto yang mana tentu akan mengakibatkan menurunnya 

Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto, sementara selama ini sumber 

Pendapatan Asli Daerah terbanyak di kota Sawahlunto adalah dari sektor 

pariwisata itu sendiri. 

Selain itu dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana objek wisata yang 

disediakan kurang memadai, keamanan di sekitar objek wisata juga harus 

diperhatikan, seperti kawasan objek wisata yang baru dibenahi sudah banyak 

mengalami kerusakan, pungutan liar dari masyarakat, dan parkir kendaraan yang 

disediakan tidak mencukupi, sehingga menyebabkan kemacetan terleih jika di hari 

libur sekolah atau libur nasional, juga merupakan faktor yang menyebabkan minat 

wisatawan untuk berkunjung jadi semakin berkuran sehingga berakibat pada 

penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.  

Untuk mewujudkan kadar keberhasilan dari usaha tpengembangan objek 

pariwisata mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, bukan hanya 

sekedar berbatas pada kesuksesan rencana dan pelaksanaan  program 



 
 

pengembangan pariwisata saja, maka Pemerintah Daerah mengambil kebijakan 

agar dillakukan pembangunan disektor wisata dengan harapan mampu 

memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Pengembangan Daerah dan 

mewujudkan Visi Kota Swahlunto “Menjadikan Kota Sawahlunto Kota Wisata 

Tambang yang berbudaya pada tahun 2020”. 

Kawasan yang dijadikan objek penelitian saat ini adalah objek wisata yang 

harus terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mewujudkan 

Kota Sawahluto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Dalam 

pengembangan berbagai pariwisata  sampai saat ini terus ditingkatka oleh 

Pemerintah Kota Sawahlunto. Untuk itu dibutuhkan keseriusan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam proses 

perluasan, dan dukungan dari pihak legislatif (DPRD) serta Stake Holder dan 

seluruh lapisan masyarakat Kota Sawahlunto. 

 Keluar dari kemungkinan di atas dalam tesis ini penulis memutuskan 

untuk membahas tentang kebijakan yang diambil oleh Provinsi Sumatera Barat 

dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata tambang yang 

berbudaya, serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

pelaksanaannya. Peneliti mengangkat judul ini dengan beberapa alasan yaitu :  

 Dengan melihat bahwa potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota 

Sawahlunto sangat banyak tentu sangat baik apa bila potensi tersebut dikelola 

secara baik oleh pemerintah, dimana pengelolaan tersebut akan memberikan 

dampak bagi Pendapatan Asli Daerah juga kesejahteraan masyarakat setempat.  



 
 

 Karena judul ini bagi penulis cukup menarik untuk diteliti sesuai dengan 

spesialisasi keilmuan penulis yaitu Badan Kajian Umum Hukum Tata Negara 

Ilmu Hukum, serta diperkuat dengan referensi, surat kabar, maupun media 

elektronik lainnya. 

B. MASALAH POKOK 

1. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor  2 Tahun 2001 

mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang yang 

Berbudaya Tahun 2020 ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor  2 

Tahun 2001 mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata 

Tambang yang Berbudaya Tahun 2020   ? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui dan memahami 1. Kebijakan apa yang dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota 

Sawahlunto Nomor  2 Tahun 2001 mengenai Visi Kota Sawahlunto 

Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020 

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan Daerah Kota 

Sawahlunto Nomor  2 Tahun 2001 mengenai Visi Kota Sawahlunto 

Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020    

 



 
 

D. KERANGKA TEORI 

1. Bentuk Negara  

Bentuk negara terkait dengan pilihan-pilihan antara Bentuk Negara 

Kesatuan, Bentuk Negara Federal. Terkait pula dengan Klasifikasi konstitusi 

berdasarkan bentuk negara sebagaimana pendapat KC Whear
14

 yang antara lain 

mengelompokkan antara konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan . Sedangkan 

perbincangan mengenaibentuk pemerintahan berkaitan dengan pilihan antara 

Bentuk Kerajaan, atau Bentuk Republik. Sementara dalam sistem pemerintahan 

terkait pilihan-pilihan antara Sistem pemerintahan presidensiil, Sistem 

pemerintahan parlementer, dan Sistem pemerintahan campuran, yaitu quasi 

preidensiil seperti di Indonesia (dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang asli) atau quasi parlementer seperti prancis yang 

dikenal dengan istilah hybrid system, dan Sistem pemerintahan collegial seperti 

swiss.
15

 

Teori-teori bentuk negara yang dikembangkan para ahli dan berkembang di 

zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. Pertama, paham yang 

menggabungkan bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan.
16

 Paham ini 

menganggap bahwa bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan, yang dibagi 

dalam tiga macam , yaitu (1) bentuk pemerintahan dimana terdapat hubungan 

yang erat antara eksekutif dan legislatif; (2) bentuk pemerintahan dimana ada 
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pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (3) bentuk 

pemerintahan dimana terdapat pegaruh dan pengawasan langsung dari rakyat 

terhadap badan legislatif.  

Kedua, paham yang membahas bentuk negara atas golongan demokrasi 

dan diktator.
36

 Paham ini membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan 

diktator. Paham ini juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi 

Konstitusional (liberal) dan demokrasi rakyat.Dari teori-teori tersebut kemudian 

berkembang di zaman modern ini, yaitu bentuk Negara Kesatuan (unitarisme) dan 

Negara Serikat (Federalisme) yang dapat berbentuk sistem sentralisasi atau sistem 

desentralisasi. 

Negara kesatauan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, 

melainkan hanya terdiri atas satu Negara, sehingga tidak ada Negara di dalam 

Negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, 

yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi 

dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebjakan pemerintahan dan 

melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-

daerah.
17

Berbeda dengan Negara Federasi, lebih lanjut CV Strong menjelaskan
18

, 

“Negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi 

dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional / pusat. Kekuasaan terletak pada 

pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah Pusat mempunyai 

wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan 
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Hak Otonomi (Negara Kesatuan dengan sistem Disentralisasi), tetapi pada tahap 

terakhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan Pemerintah Pusat.” 

Disini jelas terlihat bahwa otonomi daerah merupakan konsekuensi logis 

dari bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.  Juga apabila dilihat dari 

segi Hukum Tata Negara, khususnya teori bentuk negara menurut Bagirrmanan
19

 

bahwa “Otonomi adalah Sub Sistim dari Negara Kesatuan. Otonomi adalah 

fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi adalah pengertian 

dan isi negara kesatuan”.  

Bentuk Negara sesunguhnya berkaitan dengan kekuasaan tertinggi pada 

suatu negara yaiu kedaulatan. Dalam negara, kedaulatan merupakan esensi 

terpenting dalam menjalankan Negara dan pemerintahan. Teori kedaulatan yang 

terkenal sampai sekarang , antara lain teori kedaulatan Tuhan yaitu teori yang 

menganggap kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan (dikembangkan oleh 

Agustinus dan Thomas aquinas), teori kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan berasal 

dari rakyat (dikembangkan oleh Johannes Althusius, montesque, dan Jhon Locke), 

teori kedaulatan Negara yaitu teori kedaulatan tertinggi ada pada pemimpin 

Negara yang melekat sejak Negara itu ada (dikembangkan oleh Paul Laband dan 

George Jelinek), dan teori kedaulatan Hukum yaitu teori kedaulatan dimana 

kekuasaan dijalankan oleh pemimpin Negara berdasarkan atas hukum dan yang 

berdaulat adalah hukum (dikembangkan oleh Hugo De Groot, Krabbe, dan 

Immanuel Kant).
20

 

2. Pemerintah Daerah  
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Pemerintahan dalam arti luas menurut Carl J. Frederich adalah segala 

urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan 

rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak 

hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas-tugas 

lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.
21

 

Dari penjelasan di atas dapatlah dirumuskan bahwapemerintahan dalam 

arti sempit adalah perbuatan memerintah oleh organ eksekutif dan jajarannya 

dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. sementara pemerintahan 

dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ 

atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan 

pemerintahan negara. 

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki prinsip yang 

dalam penerapannya. Prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945”. 

Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta 

cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan 
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otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh 

dalam masyarakat. 

Konsekuensi logis dari komitmen para founding fathers yang memilih 

sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka melahirkan 

pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara hirarkis 

struktural terbagi atas pemerintah pusat disatu sisi dan pemerintahan daerah di sisi 

lainnya. Pemerintah daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah 

tangga sendiri (localself government), hak dan kewenangan ini dikenal dengan 

istilahotonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki hak dan 

kewenangankonsep teori dari Pemerintahan Lokal (local goverment) dan 

bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. 

Local goverment bagian negara maka konsep local goverment tidak dapat 

dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem unitary 

dan Federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas 

pembantuaan.  

Konsep local goverment berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus 

dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Local goverment memiliki tiga 

arti. Pertama, berarti pemerintahan lokal. Kedua, pemerintahan lokal yang 

dilakukan oleh pemerintahan lokal. Ketiga, berarti daerah otonom. 

Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah lokal memiliki 

arti sebagai daerah otonom. Prinsip pemerintah daerah sebagai daerah otonom 

diperkuat untuk keutuhan negara kesatuan sebagai mana yang terdapat dalam 



 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 

(6) menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”.gan tersebut dikenal dengan sebutan daerah otonom. 

3. Otonomi Daerah  

Otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan Otonomi Daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku.
22

 Secara Terminologi, Otonomi berarti “Perasaan Bebas”  Sering Pula 

digunakan untuk menyebut Hak untuk menentukan sendiri dalam kebebasan moral 

dan pemikiran religius atau hak memerintah sendiri bagian dari suatu kota, negara 

atau bangsa.  Pengertian Otonomi daerah itu sendiri adalah “Hak, Wewenang dan 

Kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”.
23

 

Sedangkan definisi Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menjelaskan, “Otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi, dengan digunakannya 

asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi 

daerah otonom penuh.
24

 

Tujuan utama Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan perekinomian daerah. Pada 

dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan Otonomi Daerah. Pertama, 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat. Kedua, meningkatkan efektifitas dan efisinesi sumber daya daerah. 

Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk dapat 

berpartisipasi dalam proses pembangunan.
25

 

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah 

adalah demi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, 

demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan 

potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan 

Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

cara meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan.
26

 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 
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undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
27

 

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan 

berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya 

perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. 
28

 Otonomi Luas 

disini adalah Kepala Daerah deberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk 

menangani urusan pemerintah yang tidak ditangani oleh Pemerintah Pusat 

sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan 

jenisnya. Disamping itu daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan 

pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya 

suatu daerah dan tujuan pemberian Otonomi Daerah itu sendiri terutama dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan 

karakteristik masing-masing daerah. 

Desentralisasi dan Otonomi Daerah menginginkan wujud demokrasi nyata 

di daerah. Karena dalam membahsa desentralisasi berarti juga membahasa 

mengenai Otonomi. Karena kedua hal tersebut merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan, terutama dalam rang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29

. 

Otonomi Daerah dan Desentralisasi antara pemerintah pusat dan daerah 

merupakan cara merealisasikan prinsip demokrasi. Dimana prinsip demokrasi itu 
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harus diimpelemtasikan melalui perencanaan kekuasaan baik secara vertikal 

maupun horizontal.
30

 Karena prinsip demokrasi sendiri sebagai cerminan 

kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk perwailan rakyat di daerah. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) nantinya akan menjadi representatif 

dari rakyat pada tingkat daerah yang diberikan kewenangan untuk membuat 

peraturan sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah dan mengakomodir 

kebutuhan rakyat.  

 Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan 

bertanggtung jawab maka perlu adanya tatanan dalam membagi wewenang, tugas 

dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara 

pusat dan daerah yakni dengan Sistim Rumah Tangga Daerah
31

. Secara Teori 

terdapat tiga Sistim Rumah Tangga diantaranya.
32

 

Pertama Sistim Rumah Tangga Formil, dimana urusan Pemerintahan Pusat 

dan Daerah tidak dinagi secara rinci karean berpangkal tolak dari asumsi bahwa 

secara prinsip tidak terdapat perunahan antara pusat dan daerah. Secara teori 

sistim ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur 

dan mengurus urusan rumah tangganya, dan satu-satunya pembatasan 
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adalahdaerah tidak dapat mengatur dan mengurus urusan yang telah diatur dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
33

 

Kedua, Sistim Rumah Tangga Materil yakni
34

 antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah terdapat tugas yang terperinci dengan tegas didalam undang-

umdang pembentukannya. Artinya Rumah Tangga itu hanya meliputi tugas-tugas 

yang dilakukan satu persatu secara tegas, jadi secara normatif, didalam undang-

undang pembentukannya. Dalam otonomi materil ini ditegaskan bahwa untuk 

mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri harus dilihat dari 

substansinya. Artinya suatu urusan secara substansi dinilai dapat menjadi urusan 

pemerintah pusat, pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada 

hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut. Sebaliknya jika 

secara substansial merupakan urusan daerah pemerintah pusat, meskipun 

dilakukan oleh wakil-wakilnya yang berada didaerah tidak akan mampu 

menyelenggarakanya.
35

 

Ketiga, Sistim Rumah Tangga Nyata
36

 dimana didasarkan pada keadaan 

dan Faktor yang nyata. Sistim Rumah Tangga ini adalah jalan tengah antara sistim 

rumah tangga Formil dan Materil. Sistim ini memiliki ciri diantaranya pertama, 

adanya urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan Daerah Otonom. 

Kedua, Daerah dapat mengatur dan mengurus urusan lain sepanjang urusan itu 
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diatur dan diurus oleh pusat dan daerah ti9ngkat atas. Ketiga, didasarka pada 

faktor-faktor nyata suatu daerah maka dengan demikian dapat terjadi perbedaan isi 

rumah tangga daerah sesuai dengan undang-undang.  

Setelah Otonomi dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya maka terdapat 

asumsi dan dampak yang diinginkan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah 

tersebut diantaranya Pertama, Tidak ada kesatuan dan ketahanan nasional di masa 

depan tanpa Otonomi Daerah yang mantap. Kedua, Otonomi Daerah menjanjikan 

partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan. Ketiga, Otonomi 

Daerah memungkinkan Pergeseran stressing perencanaan yang lebih sektoral 

sifatnya ke yang lebih regional. Keempat, Otonomi Daerah memungkinkan 

Birokrasi Negara yang lebih Efisien. Kelima, Dalam satu skala wilayah dan 

kependudukan Indonesia, demoktarisasi politik dan demokratisasi ekonomi lebih 

memungkinkan dilakukan melalui Otonomi Daerah.
37

 

E. KONSEP OPERASIONAL 

Agar permasalahan yang diteliti lebih jelas dan untuk menghindari 

kesalahan dalam memahami permasalahan tersebut, maka penulis perlu untuk 

memberikan pembatasan mengenai pengertian dari istilah judul yang dimaksud: 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak.  

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. 
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Pemerintah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan baik oleh 

Pemerimtah Pusat maupun Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam 

sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonedia Tahun 1945.  

 Kota Sawahlunto adalah salah satu kota di provinsi Sumatera barat, 

indonesia yang terletak 95 km sebelah Timur Laut kota Padang dan di kelilingi 

oleh tiga kabupaten di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 

Solok Dan Kabupaten Sijunjunng. 

Mewujudkan adalah melaksanakandalam bentuk perbuatan. 

Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai 

batas wilayahadminsitrasi yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan 

seta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.  

Wisata Tambang adalah kawasan bekas penambangan atau bekas 

penggalioan yang di kelola dan di tumbuh kembangkan menjadi sebuah Objek 

pariwisata 

Berbudaya artinya memilki budaya, mempunyai fikiran dan akal yang sudah 

maju.
38

 

F. METODE PENELITIAN 

1) Tekinik Pengumpulan Data
39

 

A. Jenis data dan sifat penelitian 
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Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian 

observasi.Sedangkan  dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitik. 

B. Objek penelitian 

Objek penelitian ini mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat dalamMewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang 

Berbudaya 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera barat, 

Indonesia k 95 km sebelah Timur Laut kota Padang dan di kelilingi oleh tiga 

kabupaten di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Dan 

Kabupaten Sijunjunng. Penulis mengambil Lokasi ini dengan alasan karena di 

Kota tersebut terdapat banyak objek wisata baik wisata Rekreasi maupun Wisata 

Sejarah. 

D. Data dan Sumber Data  

a) Data Primer 

a. Wawancara Mendalam 

Peneliti memulai penelitian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang bersifat terbuka secara langsung kepada informan.Peneliti mendapatkan 

jawaban dan penjelasan terkaitdengan permasalahan penelitian. 

b. Observasi/ Pengamatan 

Pengamatan dilakukan sendiri oleh penulis di lokasi penelitian guna 

mengamati kenyataan di lapangan atau informasi yang diperoleh dari informan, 

dengan tujuan data yang diperoleh lebih akurat. Hal-hal yang diobservasi lebih 



 
 

kosentrasiterhadap proses pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam 

pengembangan pariwisata, faktor pendukung dan penghambatnya.  

b)        Data Sekunder  

Buku-buuku, Literatur – literatur, skripsi, thesis, jurnal, majalah, artikel 

yang mendukung pokok masalah yang di bahas.  

c)        Sumber data  

 Sejak awal penulis sudah menetapkan siapa yang akan menjadi narasumber 

di lapangan dengan kajian penelitian ini. Baik yang mewakili unsur yang 

berhubungan langsung  maupun tidak dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah 

dalam mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata tambang yang 

berbudaya, seperti : Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kasi 

Pengembangan Pariwisata dan Atraksi, untuk mendapatkan informasi menganai 

kebijakan dalam mewujudkan kota sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang 

berbudaya serta faktor pendukung dan penghambatnya. Masyarakat  yang terdiri 

dari tokoh tokoh yag diutamakan dan dituakan di daerah tersebut, guna 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, faktor pendukung dan 

pemghambat.  

E.        Alat Pengumpulan Data  

1. Wawancara  

Wawancara mendalam dilakukan dengan mendatangi informan ke instansi 

terkait, seperti Kantor Pemda Kota Sawahlunto, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Sawahlunto, dalam rentang waktu dari bulan Januari  s/d Maret 2019. 



 
 

2. Studi Dokumentasi  

Peneliti melihat dan menganalisis benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

literatur, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, koran, 

majalah, skripsi, thesis maupun jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.  

Studi dokumentasi ini adalah cara peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran 

dari sudut pandang subjek melalui media tulis dan media lainnya. 

F. Analisis Data 

 Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode kualitatif yakni 

mengorganisasikan data, memilah-milah, kemudian mengelola, 

mengsistimasikannya dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada 

pembaca thesis ini.   

G. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi 

Sumatera Barat 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah Objek Wisata dan Para Pengelola 

Objek Pariwisata 

H.       Metode Penarikan Kesimpulan  

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode 

Induktif.Yaitu penarikan kesimpulan yang umum atau tentang dasar pengetahuan 

hal yang khusus. 



 
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Kondisi Umum Kota Sawahlunto 

1. Sejarah Kota Sawahlunto 

Kota Sawahlunto adalah salah satu kota di provinsi Sumatra Barat, 

Indonesia. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut kota Padang ini, dikelilingi 

oleh 3 kabupaten di Sumatra Barat, yaitu kabupaten Tanah Datar, kabupaten 

Solok, dan kabupaten Sijunjung. Kota Sawahlunto memiliki luas 273,45 km² yang 

terdiri dari 4 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 54.000 jiwa. Pada 

masa pemerintah Hindia Belanda, kota Sawalunto dikenal sebagai kota tambang 

batu bara. Kota ini sempat mati, setelah penambangan batu bara dihentikan. 

Saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi 

etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia.
40

 Di kota yang 

didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan 

Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah 

setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto 

menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya.
41

 

Cikal bakal dijadikannya Sawahlunto sebagai kota terkait dengan 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa geolog asal Belanda ke pedalaman 

Minangkabau (saat itu dikenal sebagai Dataran Tinggi Padang), sebagaimana 
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yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penelitian pertama 

dilakukan oleh Ir. C. De Groot van Embden pada tahun 1858, kemudian 

dilanjutkan oleh Ir. Willem Hendrik de Greve pada tahun 1867. Dalam penelitian 

De Greve, diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di 

sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawahlunto
42

. Sejak 

penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia 

Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat 

memudahkan eksploitasi batu bara di Sawahlunto. Selanjutnya Sawahlunto juga 

dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang 

kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sawahlunto. 

Kota ini mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892.
43

 Seiring dengan 

itu, kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang, dan terus 

berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah 

pegawai dan pekerja tambang. Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawahlunto 

masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan 

dibayar dengan harga murah. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai 

membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan 

pengangkutan batu bara keluar dari Kota Sawahlunto. Jalur kereta api tersebut 

mencapai Kota Sawahlunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api 

mulai dioperasikan produksi batu bara di kota ini terus mengalami peningkatan 

hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun. 
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2. Bentang Alam / Geografi  

Bentang alam kota Sawahlunto memiliki ketinggian yang sangat 

bervariasi, yaitu antara 250 meter sampai 650 meter di atas permukaan laut. 

Bagian utara kota ini memiliki topografi yang relatif datar meski berada pada 

sebuah lembah, terutama daerah yang dilalui oleh Batang Lunto, di mana di 

sekitar sungai inilah dibentuknya pemukiman dan fasilitas-fasilitas umum yang 

didirikan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sementara itu bagian timur 

dan selatan kota ini relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%. 

Kota Sawahlunto terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian 

dari Bukit Barisan dan memiliki luas 273,45 km². Dari luas tersebut, lebih dari 

26,5% atau sekitar 72,47 km² merupakan kawasan perbukitan yang ditutupi hutan 

lindung. Penggunaan tanah yang dominan di kota ini adalah perkebunan sekitar 

34%, dan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara sekitar 

0,25%. 

3. Iklim dan Topografi  

Seperti daerah lainnya di Sumatra Barat, kota Sawahlunto mempunyai 

iklim tropis dengan kisaran suhu minimun 22,5 °C dan maksimum 27,5 °C. 

Sepanjang tahun terdapat dua musim, yaitu musim hujan dari bulan November 

sampai Juni dan musim kemarau dari bulan Juli sampai Oktober. Tingkat curah 



 
 

hujan kota Sawahlunto mencapai rata-rata 1.071,6 mm per tahun dengan curah 

hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember.
44

 

4. Batas Administrasi  

Berikut adalah batas-batas administrasi Kota Sawahlunto menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok: Sebelah Utara 

berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjung Mas Kabupaten Daerah Tingkat 

II Tanah Datar; Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan IX Koto 

Sungai Lasi Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; Sebelah Timur berbatasan 

dengan wilayah Kecamatan Koto VII dan Kecamatan Kupitan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung (sekarang kabupaten Sijunjung); Sebelah Barat 

berbatasan dengan wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat 

II Solok. 

5. Pemerintahan 

Sejak tahun 1918, Sawahlunto telah berstatus gemeente (kota). Namun 

belum sempat menjadi stadsgemeente walaupun hingga tahun 1930 telah memiliki 

penduduk yang banyak. Pada tanggal 10 Maret 1949, Sawahlunto bersama dengan 

wilayah kabupaten Solok, kota Solok, kabupaten Sijunjung, dan kabupaten 

Dharmasraya sekarang, ditetapkan menjadi Afdeeling Solok yang dipimpin oleh 

seorang bupati. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 
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Tahun 1965, status Sawahlunto kemudian berubah menjadi daerah tingkat II 

dengan sebutan Kotamadya Sawahlunto dan mulai dipimpin oleh seorang wali 

kota. 

Terhitung mulai tanggal 11 Juni 1965, ditunjuklah Achmad Noerdin, S.H. 

sebagai wali kota Sawahlunto pertama yang memerintah hingga tahun 1971. 

Tidak lama kemudian terpilihlah Drs. Shaimoery, S.H. menjadi wali kota 

selanjutnya hingga tahun 1983, lalu digantikan oleh Drs. Nuraflis Salam dan Drs. 

H. Rahmatsjah yang masing-masing menjabat selama 5 tahun berikutnya. Pada 

tahun 1993, Drs. H. Subari Sukardi menjadi pemimpin kota ini selama dua 

periode hingga tahun 2003. Kemudian sejak tahun 2003, kota ini mulai dipimpin 

oleh Ir. H. Amran Nur yang juga memimpin selama dua periode hingga tahun 

2013. Selanjutnya, Sawahlunto dipimpin oleh Ali Yusuf, S.Pt. hingga 2018. Sejak 

17 September 2018 hingga saat ini, Deri Asta, S.H. memimpin Kota Sawahlunto. 

6. Kependudukan 

Jumlah penduduk kota Sawahlunto mengalami penurunan yang sangat 

tajam sejak merosotnya produksi batu bara di kota ini pada tahun 1940, dari 

43.576 orang pada tahun 1930 menjadi 13.561 orang pada tahun 1980. Kemudian 

secara perlahan, jumlah penduduk kota ini meningkat pada tahun 1990, sejalan 

dengan kembali pulihnya produksi batu bara sejak tahun 1980. 

Pada tahun 1990, wilayah administrasi kota Sawahlunto diperluas dari 

hanya 7,78 km² menjadi 273,45 km² dan membawa konsekuensi jumlah 

penduduknya meningkat. Sehingga pada tahun 1995, jumlah penduduk kota 



 
 

Sawahlunto mencapai 55.090 orang. Namun pada tahun 2000, jumlah penduduk 

kota Sawahlunto menurun menjadi 50.668 orang, artinya selama lima tahun telah 

terjadi penurunan sekitar 8%. Hal ini disebabkan oleh sebagian perumahan 

pegawai PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin dipindahkan ke luar daerah 

kota Sawahlunto. Sehingga dari segi ini tampak kaitannya antara usaha 

pertambangan batu bara dengan jumlah penduduk kota Sawahlunto. 

Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk kota 

Sawahlunto mengalami peningkatan, dari sebelumnya 54.310 orang pada tahun 

2008 menjadi 56.812 orang. Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan 

penduduk terbanyak, yaitu 17.676 orang atau sekitar 31,11% dari jumlah 

penduduk kota Sawahlunto. Kepadatan penduduk kota Sawahlunto pada tahun 

2010 adalah 238 orang per km², di mana kecamatan Lembah Segar adalah 

kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu 431 orang per 

km². Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk kota Sawahlunto adalah 98, yang 

artinya jumlah penduduk laki-laki 2% lebih sedikit dibandingkan jumlah 

penduduk perempuan. 

7. Agama  

Mayoritas penduduk Kota Sawahlunto memeluk agama Islam. 

Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di 

kota ini adalah Kristen, Hindu, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh 

penduduk bukan dari suku Minangkabau. Beragam tempat peribadatan juga 

dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, juga terdapat dua gereja di 



 
 

Kota Sawahlunto, yaitu Gereja Paroki Sawahlunto St. Barbara dan Gereja HKBP 

Sawahlunto.
4546

 

8. Suku Bangsa  

Penduduk kota Sawahlunto saat ini didominasi oleh kelompok etnik 

Minangkabau dan Jawa. Etnik lain yang juga menjadi penghuni adalah Tionghoa 

dan Batak. Sejak dijadikannya Sawahlunto sebagai kota tambang batu bara atau 

sejak didirikannya kota ini pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai 

mengirim narapidana dari berbagai penjara di Indonesia ke kota Sawahlunto 

sebagai pekerja paksa, sehingga sekitar 20.000 narapidana telah dikapalkan ke 

Sawahlunto. Pekerja paksa inilah yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai 

Orang Rantai. 

9. Perekonomian 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Sawahlunto merupakan kota 

dengan angka kemiskinan kedua terendah di Indonesia, setelah Kota Denpasar, 

Bali. Sawahlunto juga termasuk kota dengan pendapatan per kapita kedua 

tertinggi di Sumatra Barat,
47

 di mana mata pencarian penduduk sebagian besar 

ditopang oleh sektor pertambangan dan jasa. Selain itu, sektor lain seperti 

pertanian dan peternakan juga masih diminati masyarakat. Bahkan beberapa 
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kawasan sedang dikembangkan untuk menjadi daerah sentral industri kerajinan 

dan makanan kecil. 

Selama seratus tahun lebih, batu bara telah dieksploitasi mencapai sekitar 

30 juta ton, dan masih tersisa cadangan lebih dari 100 juta ton. Namun masa 

depan penambangan batu bara di kota Sawahlunto masih belum jelas, sebab 

cadangan yang tersisa hanya bisa dieksploitasi sebagai tambang dalam. 

Sedangkan dapat tidaknya eksploitasi tersebut sangat bergantung kepada 

penguasaan teknologi dan permintaan pasar. Selain itu, penyelenggaraan 

pertambangan batu bara juga sedang mengalami reorientsi oleh berkembangnya 

semangat desentralisasi atau tuntuntan otonomi daerah yang membangkitkan 

keinginan masyarakat setempat untuk melakukan penambangan sendiri. 

B. Konsep Pengawasan Terhadap Tindakan Kebijakan Pemerintah 

1. Konsep pemerintah  

Pembahasan istilah “pemerintah” dan “pemerintahan‟ sering dikaitkan dan 

dipadankan dengan istilah asing antara lain administratie, administration, bestuur, 

regering dan government, dan dalam bahasa Indonesia digunakan juga 

“administrasi” dan “tata usaha negara”. Karena itu pengertian istilah 

“pemenrintah” dan “pemerintahan” menjadi bahan perdebatan yang tidak habis-

habisnya dikalangan ahli hukum administrasi dan ilmu administrasi.
48

 

Menurut Ateng Syafrudin dalam bukunya mengatakan Pemerintah adalah 

suatu kekuatan yang diorganisir adalah hasil perbuatan beberapa orang atau 
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sekelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk merealisir 

maksud-maksudnya bersama referensi-referensi yang dapat menangani persoalan-

persoalan umum atau masyarakat. 
49

 

Dari aspek ruang lingkup kekuasaan oleh Van Vollenhoven seperti yang 

dikutip pendapat Kuntjoro Purbopranoto dikemukakan arti ”pemerintahan” dalam 

“arti luas” yaitu meliputi keempat kekuasaan dalam ajaran “catur praja” yaitu 

dalam (i) membuat peraturan (regel geven), (ii) pemerintah / pelaksana 

(bestuur/excecutive), (iii) peradilan (rechtspraak), dan (iv) polisi (politie). 
50

 

Selain pengertian pemerintah dalam “arti luas” , selanjutnya pengertian 

“pemerintah” dalam “arti sempit” yaitu “bestuur” yang meliputi bagian tugas 

pemerintah yang tidak termasuk tugas pembuatan undang-undang (legislatif) atau 

tugas peradilan (yudikatif). Dalam pengertian ini pemerintahan merupakan bagian 

dari badan perlengkapan dan fungsi pemerintahan, yang bukan merupakan badan 

perlengkapan atau fungsi pembuat undang-undang dan badan perlengkapan atau 

fungsi peradilan. 
51

 

Perkembangan wewenang pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas 

yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikut tugas negara, 

yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas negara sebagai oraganisasi 

kekuasaan. Menurut pendapat Friedman, tugas pemerintah : Pertama; sebagai 

provider, bertanggung jawab dan menjamin standar kehidupan masyarakat, 
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mengadakan kebutuhan rakyat dan memberikan jaminan sosial serta mendorong 

pemberdayaan rakyat (welfare function), Kedua; sebagai entrepreneur, 

menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan bidang-bidang usaha 

dan menjalankan sektor usaha milik negara (control function), Ketiga; sebagai 

regulator, mengadakan aturan kehidupan bernegara,  Keempatl sebagai umpire, 

menetapkan standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, antara 

sektor negaradan sektor swasta atau antara bidang-bidang usaha tertentu 

(economic control function)
52

 

Menurut Bagir Manan “kekuasaan” (macht) tidak sama artinya dengan 

wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. 

Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (rechten en plichten).
53

 

Tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma wewenang, karena 

menjadi dasar keabsahan atas tindakan pemerintahan. Wewenang yang diperoleh 

dan peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang 

memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah. Maka dikatakan bahwa 

substansi dan asas legalitas tersebut adalah wewenang yakni wewenang yang 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip 

negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber kewenangan. 
54

 

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi 

administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan 
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pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan 

perlindungan. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan tidak dapat lepas dari 

perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak munculnya konsep negara 

klasik.. Dengan asas legalitas, kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah 

sejak awal sudah dapat diprediksi (predictable).Asas ini ditujukan untuk 

memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan 

pemerintahanWewenang pemerintah yang didasarkan pada ketentuan perundang-

undangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, 

sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan demikian.  

2. Tindakan Atas Kebijakan Pemerintah  

Dengan dingdangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai revisi atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, 

sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut maka 

berbagai kewenangan serta pembiayaan yang ada di pusat dilakukan pembagian 

dengan pemerintah daerah. Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta 

mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut.  

Dalam menjalankan tugas dan perannya pemerintah daerah diharapkan 

dapat mengalokasikan sumber daya dan memahami masalah publik secara efisien, 

mampu mendiagnosa dan memperbaiki kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi 

atas kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan pemerintah daerah pada masyarakat di 

daerah tersebut. Jadi pemerintah daerah harus dapat memahami dan bisa mengerti 



 
 

tentang kebijakan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakatnya di 

daerah tersebut.  

Usaha untuk mencapai tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan, 

pemerintah atau administrasi negara adalah organ negara yang memiliki 

kedudukan istimewa, dapat melakukan tindakan sebagai instrumen yang 

menghubungkannya dengan kehidupan bersama anggota masyarakat. Menurut E. 

Utrecht menggolongkan perbuatan administrasi kepada 2 golongan besar, yaitu 

golongan perbuatan hukum (rechthandeligen) dan golongan yang bukan perbuatan 

hukum atau tindakan nyata (feitelike handeligen). 
55

 

Pemerintah atau administrasi merupakan subjek hukum sebagai 

pendukung hak dan kewajiban yaitu dilakukanya  bermacamupaya baik upaya 

nyata maupun upaya hukum. Upaya nyata adalah upaya-upaya yang tidak ada 

keterkaitannya dengan hukum dan maka tidak menimbulkan akibat hukum. 

Sebaliknya upaya hukum adalah upaya yang mana dari segi sifatnya dapat 

menimbulkan akibat hukum tertentu apakah menciptakan hak atau kewajiban. 

Menurut Muchsan yang dikutip dalam buku Nomenson Sinamo 

menyebutkan adanya unsur-unsur tindakan pemerintah sebagai berikut:
56

 

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya 

sebagain penguasa mauoun sebagai alat perlengkapan pemerintahan yang 

punya prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 

2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan; 
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3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai saran untuk menimbulkan akibat 

hukum dibidang hukum administrasi; 

4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat; 

5. Perbuatan itu mengedepankan asas legalitas yaitu sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Tindakan hukum pemerintah mempunyai karakteristik yang dapat 

dijelaskan dalam konteks yang bersifat sukarela atau terpaksa atau perbuatan itu 

bersegi dua atau sepihak. Lebih jauh ada yang mengaitkannya dengan kebutuhan 

jangka pendek atau jangka panjang. Suatu tindakan hukum tata usaha negara yang 

mempunyai  kekuatan hukuk tetap baik dilaksanakan atau tidaknya tindakan 

pemerintah pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari instansi 

maupun jabatan tata usaha negara yang berwenang terhadap pemerintah untuk 

berbuat seperti itu. Selain itu ada juga yang menyoroti karakteristik ini dalam 

kaitannya dengan kedudukan badan hukum dengan pemerintah apakah bersifat 

ordinatif atau berlandaskan asas otonomi atau kebebasan berkontrak.  

3. Tipologi Kebijakan Publik  

Para IlmuanPolitik dan Administrasi Publik mengembangkan beberapa 

bentuk atau tipologi dari kebijakan public. Adapun beberapa bentuk dan tipologi 

dari kebijakan publik adalah sebagai berikut: 

a. Kebijakan substansial atau Kebijakan Prosedural  

Kebijakan substansial adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

terhadap apa yang dibutuhkan oleh warganya. Sedangkan kebijakan prosedural 



 
 

adalah kebijakan yang meliputi siapa yang melaksanakan atau bagaimana hal 

tersebut dapat dilaksanakan. Jadi antara kebijakan substansial dan kebijakan 

prosedural yang menjadi perbedaan adalah mengenai konten dari kebijakan itu 

sendiri. Apabila isi dari kebijakan itu sendiri lebih mengarah pada upaya 

pengentasan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat, maka dapat dipastkan 

kebijakan tersebut adalah kebijakan substansif.  Tapi ketika konten kebijakan itu 

hanya menyampaikan siapa yang harus melaksanakan kebijakan yang telah 

ditetapkan maka ia termasuk dalam kategori kebijakan prosedural.  

Meskipun tidak langsung tertuju pada kepentingan warga, yaitu bagaimana 

sesuatu dilakukan atau siapa yang akan melaksanakan dapat membantu aparatur 

birokrasi untuk memilah apa yang sebenarnya wajib dilakukan namun Kebijakan 

prosedural memiliki akibat dasar yang penting. 

b. Kebijakan liberal dan kebijakan Konservatif 

Kebijakan liberal bermakna paham yang menginginkan kebebasan 

individualitas terhadap setiap perbuatannya, sedangkan kebijakan Konservatif 

meruapakan aliran dimana ingin memilikiketetapan yang pasti di tiap-tiap 

perbuatannya. 

Menurut Irfan Islamy bahwa seringkali upaya yang dapat dilakukan oleh 

kita untuk membedakan antara kebijakan liberal dan kenijakan konservatif ialah 

terletak pada kecendrungan perlindungan pada suatu kelompok. Kebijakan liberal, 

menurutnya cenderung untuk melindungi kepentingan golongan minoritas dan 



 
 

konsumen, sedangkan kebijakan konservatif lebih melindungi atau mendukung 

kepentingan-kepentingan kelompok atau penguasa dan produsen. 
57

 

c. Kebijakan Distributif, Kebijakan Redistributif, Kebijakan Regulator dan 

Kebijakan Self-Regulatory 
58

 

Kebijakan distributif terdiri dari penyebaran pelayanan atau keuntungan 

pada sektor-sektor khusus, baik untuk individu, kelompok-kelompok kecil, dan 

komuniatas-komunitas tertentu. Kebijakan distributif memiliki ciri-ciri tersendiri, 

termasuk pemakaian dana umum untuk membantu kelompok-kelompok tertentu. 

Kebijakan distributif memiliki ciri-ciridianataranya bersifat mencari keuntungan 

namun tidak berkompetisi secara langsung dengan orang lain.  

Kebijakan redistributif termasuk usaha hati-hati yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan pendapatan, 

pemilihan atau hak-hak diantara kelompok-kelompok penduduk. Bukanlah 

penggunaan barang namun barang tersebut bukan perlakuan yang adil tetapi hak 

milik yang adil. Bukan perilaku namun pelaku merupakan tujuan yang termasuk 

didalamnya. Mengenai pengelompokan paja merupakan kebijakan yang 

berdampak retributif, begitupun dengan pemberantasan masalah kesehatan, 

kemiskinan  

. Kebijakan regulator adalah kebijakan tentang penggunaan –pembatasan 

atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau keompok orang. Kebijakan 

ini pada dasarnya bersifat mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok 

orang untuk berbuat sesuatu.  
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Kebijakan self-regulatory adalah semacam peraturan kebijakan yang 

berupaya untuk membatasi atau mengawasi beberapa bahan atau kelompok. 

Kebijakan self-regulatory dicari dan disokong oleh sekelompok aturan sebagai 

alat untuk melindungi atau menawarkan kepentingan mereka sendiri. Sebuah 

contoh mengenai kebijakanSelf-Regulatory adalah terhadap pemberian 

sertifikat/lisensi professional serta kebijakan terhadap pemberian surat izin bagi 

masyarakat.  

d. Teknik-teknik Pengawasan Kebijakan Pemerintah  

Semua kebijakan publik, baik itu; peraturan, larangan , kebijakan 

redistribusi, atau apapun kebijakannya, pastilah mengandung unsure kontrol 

(pengawasan). Dengan kata lain bahwa kebijakan-kebijakan tersebut di desain 

untuk membuat orang mengerjakan / tidak mengerjakan sesuatu.  

Beberapa bentuk teknik pengawasan/ kontrol atas kebijakan-kebijakan 

yang dapat digunkaan secara praktis maupun teoritis oleh pengguna adalah 

sebagai berikut:
59

 

a. Non-Coercive Forms of Action  

Banyak cara yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, juga 

untuk memenuhi sasaran dan tujuan di dalamnya, menurut salah satu teori 

kebijakan public adalah dengan non-coercive forms action (tanpa paksaan yang 

wajar). Dengan teknik non coercive berarti para aparatur kebijakan dalam 

menjalankan peraturan atau kebijakan pemerintah tidak menggunakan sanksi yang 

resmi, hukuman atau ganjaran, efektivitas dari bentuk kebijakan seperti ini 
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memang sangat tergantung dari kerjasama secara sukarela atau penerimaan dari 

warga masyarakat / instansi / lembaga/ Departemen yang dipengaruhinya.  

b. Inspeksi  

Inspeksi (pemeriksaan) adalah bentuk pengawasan lain yang dapat 

digunakan. Inspeksi secara sederhana dapat diartikan juga sebagai bentuk 

pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan 

standar resmi yang ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan). Inspeksi / 

pemeriksaan dapat dilakukan secara terus menerus atau secara periodic. Pada 

dasarnya inspeksi/ pemeriksaan dimaksudkan untuk memperlihatkan apakah 

standar implementasi kebijakan telah terpenuhi, termasuk hal-hal pencegahan 

khusus yang objektif secara mengoreksi hal-hal yang tidak diinginkan atau 

kondisi yang membahyakan. 
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c. Lisensi  

Lisensi (pengesahan) adalah bentuk yang secara luas digunakan pada 

kegiatan yang dilakukan dengan bermacam-macam sebutan. Lisensi diperlukan 

untuk melibatkan banyak anggota masyarakat dalam mengerjakan sesuatu yang 

dapat dikerjakan oleh masyarakat. Banyak bentuk lisensi yang digunakan untuk 

kepentingan-kepentingan tertentu, seperti; sertifikat (sertifikasi) yang digunakan 

untuk mengerjakan bidang-bidang yang terkait dengan perbaikan. Pemberian 

lisensi merupakan teknik pengawasan yang dapat dilakukan dalam mengawasi 

kebiajakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan 

pemberian lisensi harus memenuhi kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi dan 
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jika terdapat kesalahan atau pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan kebijakan yang telah dibuat atau dikeluarakan oleh pemerintah 

atau pemerintah daerah. 
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d. Sanksi  

Sanksi disini berarti hukuman dan penghargaan yang dapat diterima oleh 

instansi/ individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan 

keputusan. Dalam beberapa kasus, sanksi dianggap sebagai salah satu teknik 

pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemrintah terhadap pelaksanaan kebijakan 

yang telah dibuatnya. Sanksi dapat berupa denda atau penjara sesuai dengan 

kesalahan yang telah dilakukan dan melalui proses pengadilan. Sanksi bertujuan 

agar dalam pelaksanaannya kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan oleh 

pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan apa ayang 

diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. 
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e. Prosedur Formal  

Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh 

instansi/badan/dinas tertentu dalam menilai kinerja mereka atas kebijakan / 

program yang tengah ataupun telah diimplementasikan dapat diperoleh melalui 

penggunaan prosedur informal. Karena apabila dilakukan adalah prosedur formal, 

maka yang ditemukan oleh  instansi/badan/dinas tertentu tersebut adalah jawaban-

jawaban yang tidak valid, karena itu sesungguhnya prosedur infromal merupakan    
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C. Peraturan Daerah  

1).    Pengertian Peraturan Daerah  

Sebagai Daerah Otonom, Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota 

berwenang untuk membuat peraturan daerah, guna menyelenggarakan urusan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan . Indonesia merupakan Negara hukum 

sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan kehidupan ketatanegaraan 

dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) maka 

diperlukan adanya suatu pelaksanaan pembangnan hukum nasional yang 

dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam system hukum 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional 

tersebut adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang didukung 

oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua 

lembaga atau pejabat yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-

undanganan.  

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan 

Daerah (Peraturan daerah) adalah “peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 

Kepala Daerah”. 



 
 

Definisi tentang Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang- Undang 

tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang undangan yang 

dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah 

baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah dibentuk 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan 

tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-

masing daerah. 

Substansi atau muatan Peraturan Daerah adalah penjabaran dari peraturan 

perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri 

khas masing-masing daerah, dan pembentukan peraturan daerah berdasarkan 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara garis besar 

mengatur tentang kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang 

tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat di laksanakan, 

kedayagunaan dan kehasil gunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan
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2).   Materi Pembentukan Peraturan Daerah  

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan 

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas: 
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1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan 

Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama 

Gubernur.  

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRDKabupaten/Kota 

dengan persetujuan bersama Bupati /Walikota. 

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 137 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik meliputi : 

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai oleh 

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan 

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk 

peraturan perundang-undangan yang berwenang karena peraturan perundang-

undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh 

lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

2. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan 

materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan. 



 
 

3. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

4. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

5. Kejelasan rumusan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, 

sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah 

dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaannya. 

6. Keterbukaan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan mualai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 

Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan 

jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah 

mempunyai materi muatan yang mengandung asas-asas sebgaimana tercantum 

dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu a) 

pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) 

kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan 

dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) 



 
 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas materi muatan yang tercantum 

dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut juga 

tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 yang mempunyai pengertian sebagai berikut  : Asas Pengayoman bahwa 

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 

Asas Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia 

secra proporsional. 

Asas Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk 

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia. 

Asas Kekeluargaan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 

setiap pengambilan keputusan. 

Asas Kenusantaraan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan 

materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan 

bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Asas Bhineka Tunggal Ika bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku 



 
 

dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Asas Keadilan  bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

Negara. 

Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan bahwa setiap 

materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang 

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, 

golongan, gender, atau status sosial. 

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum bahwa setiap materi muatan 

peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam 

masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan 

kepentingan bangsa dan negara. 

3).  Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah  

Peraturan Daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri(otonom). Urusan rumah 

tangga daerah berasal dari dua sumber yakni otonomi dan tugas pembentukan. 

Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan daerah dibidang ekonomi 

dan peraturan daerah ditugas pembantuan.  



 
 

Pengaturan tentang mekanisme perancangan peraturan daerah yang diatur 

dalam UU NO.10 tahun 2004 masih sangat umum sehingga UU ini 

memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan presiden, namun 

hinggan saat ini perpres tentang pembentukan Perda belum diterbitkan. Untuk 

mengisi kekosongan peraturan maka peraturan lebih rinci perancangan Perda 

masih mengacu kepada Kepmendagri dan Otonomi Derah Nomor 32 tahun 

2014. 

Berdasarkan ketentuan di dalam keputusan Mentri Dalam Negri dan 

Otonomim Derah no 23 tahun 2004 tentang Prosedur Penyusunan Hukum 

Daerah di kenal 3 macam produk Hukum Daerah yakni peraturan Daerah, 

keputusan Kepala Daerah, dan intruksi Gubernur, Bupati atau Walikota.   

Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah 

bersama sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa 

berasal dari kepala daerah maupun inisiatif dari DPRD. Berdasarkan ketentuan 

di dalam keputusan Mentri Dalam Negri dan Otonomi daerah  NO 23 tahun 

2001 Tentang Proses dan penyusunan hukum daerah menyatakan bahwa inisiatif 

pembentukan peraturan yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh 

sekretariat daerah atau biro / bagian hukum dengan mekanisme berikut ini : 

1. Rancangan Peraturan Daerah di susun oleh pimpinan unit kerja berkaitan 

dengan materi muatan yang akan diatur dan rancangan Peraturan Daerah 

dapat di bentuk tim antar unit kerja dimana ketua tim berasal dari 

pimpinan unit kerja yang di tunjuk oleh Kepala Daerah. 



 
 

2. Konsep ramcangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh unit kerja harus 

dilampiri dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dengan maksud dan 

tujuan pengaturan, dasar hukum, materi yang akan diatur, dan keterkaitan 

dengan materi kekuatan-kekuatan yang lain.  

3. Konsep yang telah disusun oleh unit kerja disampaikan kepada sekretariat 

daerah melalui bagian hukum, kemudian sekretariat daerah menugaskan 

kepada biro/bagian hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan 

sinkronisasi pengaturan.  

4. Biro hukum atau bagian hukum akan akan mengundangkan pimpinan unit 

kerja maupun unit kerja yang lain untuk menyempurnakan konsep 

peraturan daerah yang diajukan.  

5. Biro/bagian hukum menyusun penyempurnaan untuk diteruskan kepada 

kepala daerah mengadakan pemeriksaan dengan dibantu sekretaris daerah. 

6. Konsep rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada kepala daerah 

berubah menjadi rancangan peraturan daerah.  

7. Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepala daerah kepada ketua 

DPRD disertai pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan. 

Selanjutnya rancangan peraturan daerah yang berasal dari prakarsa 

kepala daerah maupun inisiatif DPRD dilakukan pembahasan di DPRD meliputi: 

1. Pembicaraan tahap pertama (Sidang Paripurna) 

Bagi rancangan peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah, maka 

kepala daerah memberikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah. Di 



 
 

dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD, maka penjelasan 

disampaikan oleh pimpinan komisi atau pimpinan rapat gabungan komisi atau 

pimpinan panitia khusus. 

2. Pembicaraan tahap kedua (Sidang Paripurna) 

Pembicaraan tahap kedua meliputi pemandangan umum anggota (fraksi) 

dan jawaban kepala daerah atas pemandangan umum anggota (fraksi). Di dalam 

hal rancangan peraturan daerah berasal dari prakarsa DPRD, maka pembicaraan 

tahap kedua akan mendenganrkan pendapat kepala daerah dan jawaban 

pimpinan komisi atau pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia 

khusus atas pendapat kepala daerah. 

3. Pembicaraan tahap ketiga  

Pembicaraan tahap ketiga merupakan rapat-rapat komisi atau gabungan 

komisi atau rapat panitia khusus yang disertai pejabat yang ditunjuk oleh kepala 

daerah untuk menemukan kesepakatan baik mengenai materi muatan atau 

rumusan-rumusannya. Di dalam praktik pembicaraan tahap ketiga inilah secara 

ril membuat Peraturan daerah. Pada pembicaraan tahap ketiga wakil-wakil fraksi 

dan pemerintah merumuskan kembali semua kesepakatan yang akan disetujui 

DPRD dan pada pembicaraan tahap ketiga peranan peranana individual anggota 

DPRD menonjol. Diskusi ,perdebatan, dan permusyawaratan sangat intensif dan 

mendalam. 

1. Pembicaraan tahap ke empat  

Di dalam sidang ini akan didengar : 



 
 

a. Laporan hasil kerja komisi atau gabungan komisi atau panitia khusus. 

b. Pendapat akhir fraksi sebagai pengantar persetujuan dewan. 

c. Sambutan kepala daerahpat tahap pembicaraan : 

 Rancangan Peraturan daerah yang telah disetujui tersebut, disampaikan 

kembali melalui pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai 

peraturan daerah. Tindak lanjut lainnya seperti penempatan dalam lembaran 

daerah sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah. 

Menurut Indra Hartono pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal 

hal sebagai berikut:  

a. Tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang 

diskresioner yang dijabarkan. 

b. Tidak bertentangan dengan akal sehat. 

c. Persiapan secara cermat dan alternativ yang perlu dipersiapkan. 

d. Penjelasan yang cukup mengenai hak dan kewajiban dari warga yang 

dikenakan peraturan. 

e. Tujuan dan dasar-dasar menjadi pertimbangan yang akan ditempuh harus jelas. 

4). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan  Daerah 

Pada dasarnya keikutsertaan masyarakat di dalam proses pwmbwntukan 

suatu Peraturan Daerah telah diatur dan dijamin oleh pasal 53 UU NO.10 tahun 

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib 



 
 

DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya telah ada koridor hukum yang 

jelas melindungi hak atas informasi masyarakat. Ketentuan ini juga berarti dalam 

pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus terdapat prosedur yang 

memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam proses 

perancangan tersebut.   

Menurut Rival  G Ahmad (Sirajuddin,dkk.,2006:189) berpendapat bahwa terdapat 

sedikitnya 8 prinsip mengenai optimalisasi partisipasi masyarakat di dalam proses 

pembentukan suatu Perda, yatu : 

1. Adanya kewajiban publikasi yang afektif. 

2. Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan 

accessible. 

3. Adanya jaminan prosedur dan forum yang yang terbuka dan efektif bagi 

masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses sejak tahap 

perencanaan. 

4. Adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan Raperda selain 

anggota DPRD dan pemerintah. 

5. Adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib 

tersedia dan accesible seperti naskah akademik dan Raperda. 

6. Adanya jaminan banding bagi publik bila proses pembentukan Perda tidak 

dilakukan secara partisipatif. 



 
 

7. Ada pengaturan jangka waktu yang memadai untuk seluruh proses 

penyusunan, pembahasan Raperda, dan diseminasi Perda yang telah di 

laksanakan. 

8. Ada pertanggung jawaban yang jelas dan memadai bagi proses 

pembentukan Perda yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat 

untuk berpartisispasi. 

Sebuah pemerintahan yang baik dan demokratis harus menjamin 

terealisasinya prinsip-prinsip tersebut. Bentuk upaya menjaring partisispasi 

masyarakat yang dapat di lakukan oleh pembentukan Perda dalam pembentukan 

Peraturan Daerah yaitu  : 

1. .Melakukan penilitian terpadu sebelum perancangan Perda. 

2. Menggelar Publick hearing  materi yang akan di Perdakan (hal ini bisa 

dilakukan di DPRD tetapi bisa juga dilakukan dengan cara turun langsung 

ke tengah-tengah masyarakat terkait) 

3. Memberikan kesempatan kepada warga untuk mengikuti persidangan di 

kantor DPRD (dengan membuka informasi jadwal sidang pembentukan 

Perda tersebut). 

Jika pihak pemerintah telah memenuhi kewajibannya untuk memfasilitasi 

partisipasi masyarakat maka masyarakat harus mampu secara aktif dan efektif 

menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD, atau 

partai politik sehingga masyarakat dapat menjadi kekuatan kontrol tersendiri.   

5).   Proses Pembentukan Naskah Akademik Peraturan Daerah 



 
 

Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan 

pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu. Bentuk dari 

naskah akademik memuat gagasan peraturan suatu materi hukum bidang tertentu 

yang telah di tinjau secara holistik-futuristik  dan dari berbagai aspek ilmu 

dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, landasan, alas 

hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma 

yang telah dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa 

alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum 

yang telah di gariskan.  

Sementara di dalam pasal 1 Ayat 7 Peraturan Presiden No 68 tahun 2005 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden yang menyatakan bahwa naskah 

akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah 

mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyususnan,sasaran yang 

ingin di wujudkan dan lingkup, jangkuan, pbjek atau arah pengaturan rancangan 

undang-undang.  

Kehadiran naskah akademik dapat menepis pandangan sebagian masyarakat yang 

melihat peraturan daerah merupakan sebuah produk yang hanya berpihak pada 

kepentingan pemerintah semata, sehingga dalam implementasinya masyarakat 

sering kali tidak merasa memiliki dan menjiwai peraturan daerah tersebut. Oleh 

karena itu, naskah akademik digunakan sebagai instrumen penyaring, 



 
 

menjembatangi, meminimalisir unsur-unsur kepentingan politi dan pembentuk 

Peraturan Daerah. Melalui naskah akademik, partisipasi aktif dari masyarakat 

dalam proses pembentukan Peraturan Daerah akan muncul.  

Kedudukan naskah akademik dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas 

lingkup, dan materi muatan suatu peraturan daerah. 

2. Bahan pertimbangan yang di gunakan dalam permohonan izin prakarsa 

penyusunan Raperda atau rancangan produk hukum daerah lainnya kepada 

kepala daerah. 

3. Bahan dasar dalam penyusunan Raperda atau rancangan produk hukum 

daerah lainnya kepada kepala daerah.  

Pembentukan naskah akademik disuatu daerah didasari oleh kebutuhan akan 

hadirnya  produk hukum daerah yang partisipatif dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum di daerah yang bersangkutan.   

Wujud dari riset tersebut salah satunyan adalah pembentukan naskah 

akademik, kemudian pemerintah daerah merespon hasil penelitian tersebut dengan 

menggunakan naskah akademik sebagai salah satu dasar dan alat pertimbangan 

pembentukan produk hukum daerah yang partisipatif. 

Ketika kesadaran bahwa naskah akademik merupakan wujud kongkret dari 

partisipasi masyarakat telah terbangun, maka langkah kongkret selanjutnya adalah 

pelaksanaan konsultasi publik, konsultasi publik dalam hal ini adalah dilakukan 



 
 

dalam hal perencanaan pembentukan produk hukum daerah tahap naskah 

akademik.  

Adapun Proses penyusunan naskah akademik yang partisipatif adalah :    

1. Tahap persiapan penyusunan naskah akademik 

a. Pembentukan tim penyusun naskah akademik 

b. Pengumpulan data-data dan informasi, penyusunan agenda dan 

    pembagian kerja serta persiapan-persiapan 

2. Tahap pelaksanaan penyusunan naskah akademik 

a.Penyusunan kerangka draf naskah akademik 

b.Penyusunan draf naskah akademik 

3. Diskusi Publik (Public sharing) draf naskah akademik 

a. Menginformasikan draf naskah akademik 

b. Menghimoun masukan-masukan dari berbagai pihak 

4. Evaluasi Draf naskah akademik 

a. Menginfentarisasi masukan-masukan 

b. Mengakomodasi masukan-masukan yang dianggap bermanfaat ke dalam 

draf naskah akademik  

5. Pentepan atau finalisasi draf naskah akademik 

6. Memeberikan naskah akademik kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk  

dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan 

pembentukan peraturan daerah 



 
 

6).   Penegakan Peraturan Daerah 

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan 

dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita 

daerah, dibentuk satuan polisi pamong praja yang bertugas membantu kepala 

daerah untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat 

sebagai penyikdik pegawai negri sipil dan penyidikan, serta penuntutan terhadap 

ketentuan perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai 

ketentuan peraturan perundang undangan. Unutuk menegakkan Perda maka dapat 

ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran atas ketentuan Perda.  

Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan apa bila di 

alihkan harus atribusi atau delegasi yang tegas dan jelas. Maka kewenangan 

pembentukan peraturan kebijakan selalu dapat di alihkan secara langsung adalah 

kewenangan penyelenggaraan pemerintahan saja. Demikian juga pengalihan itu 

dapat melalui atribusi dan delegasi atas dasar pemberian mandat, baik madat itu di 

berikan khusus untuk bidang pengambilan keputusan, untuk bidang pelaksanaan, 

maupun untuk bidang penandatanganan. 

 

  



 
 

BAB III 

PEMBAHASAN  

A. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Peraturan 

Daerah Kota Sawahlunto Nomor  2 Tahun 2001 Mengenai Visi Kota 

Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya Tahun 

2020 

Pariwisata termasuk sektor yang amat berpengruh dalam sumber ekonomi 

negara dan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra 

bangsa di luar negeri. Pada era otonomi daerah saat ini pembangunan sektor 

pariwisata menjadi lebih penting bagi pengembangan suatu daerah, karena setiap 

daerah diwajibkan untukberupaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah 

yang bisa memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan 

ekonomi lokal.
64

 

Sektor pariwisata Indonesia harus didorong sebagai sektor unggulan 

dengan menyelesaikan berbagai kendala seperti rendahnya promosi, masih 

minimnya infrastruktur, kualitas dan layanan SDM rendah dan masih rendahnya 

politicalwill Pemerintah Daerah.
2
Maka dari itu pantas pariwisata dijadikan 

sektorunggulan yang menjanjikan untuk pengembangan perekonomian dalam 

menunjang pembangunan Indonesia. 

Perlunya pemerintah mengembangkan industri kepariwisataan karena 

merupakan sektor yang diharapkan mampu menyumbang devisa negara setelah 

sektor migas, terutama sejak sektor migas tidak mampu lagi dijadikan sandaran 
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utama bagi pemasukan devisa seperti sebelum tahun 1980-an. Tingkat 

produksimigas dan harga pasaran minyak yang tidak menjanjikan keuntungan 

seperti sebelumnya telah membuka mata pemerintah untuk menoleh kepada sektor 

lainnya untuk menggaet devisa bagi kepentingan pembangunan negara. Salah satu 

potensi yang dipandang dapat dikembangkan untuk maksud itu adalah 

pengembangan sektor pariwisata. 

Pengembangan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka pencapaian tujuan Otonomi Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-

UndangNomor .10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Berlakunya Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebabkan seluruh 

Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia mulai berusaha melakukan 

pembenahan.Pembenahan tersebut salah satunya adalah dengan mengembangkan 

sektor pariwisata yang dimiliki sehingga memberikan dampak positif terhadap 

kesejahteraan masyarakatnya. Potensi yang ada bila dikembangkan dengan 

carayang baik akanberakibat besar dalam meningkatnya pembangunan suatu 

daerah khususnya dan negara pada umumnya. 

Sehubungan dengan pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan oleh 

Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 

dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat  menetapkan Peraturan Daerah  Nomor 3 

Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Sumatera 

Barat Tahun 2014-2025. Dimana tujuan pengembangan pariwisata Sumatera 

Barat menurut Perda No 3 Tahun 2014 adalah mewujudkan destinasi pariwisata 

yang mampu menggerakkan perekonomian, mewujudkan optimalisasi dan 



 
 

eksetentifikasi pasar tradisional pariwisata melalui promosi, mewujudkan industri 

poariwisata sebagai penggerak utama kegiatan kepariwisataan, mengembangkan 

kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan usaha kepariwisataan yang 

berkelanjutan. Dan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun 

komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup mereka yang 

menjadi tuan rumah melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan 

tersebut.
3
 Dengan keuntungan pariwisata dari aspek ekonomi ini seharusnya 

pemerintah juga melakukan pembenahan-pembenahan terhadap sektor pariwisasta 

sehingga dapat meningkatkan kunjungan baik dari wisatawan lokal ataupun 

mancanegara. 

Jika sektor pariwisata terus ditingkatkan dengan sebaik-baiknya maka 

daerah akan merasakan dampak positifnya berupa penerimaan pajak dan retribusi 

daerah, penyediaan lapangan pekerjaan dan memperkecil angka pengangguran 

serta peningkatan bagi perekonomian setempat yang dapat menimbulkan 

permintaan baru terhadap hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan, industri 

rumah tangga, kerajinan dan pertenunan, akibat pengeluaran ( uang yang 

dibelanjakan wisatawan) di daerah tujuan wisata.
65

 

Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang tidak kalah dibandingkan 

dengan daerah tujuan wisata utama di indonesia seperti Bali. Sejak tahun 2005 

lalu, pemerintah telah menetapkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah 

tujuan wisata utama di Indonesia. Dengan kekayaan keindahan alam dan 

budayanya, Sumatera Barat memang sangat potensial dikembangkan sebagai 
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daerah tujuan wisata. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang semakin membaik 

seperti akses masuk ke Sumatera Barat telah mudah dengan adanya Bandara 

Internasional Minangkabau, ditingkatkannya akses lewat laut di Pelabuhan Teluk 

Bayur, penambahan hotel, restoran, peningkatan pendidikan dan keterampilan 

terutama SDM dibidang pariwisata.
66

 

Potensi wisata yang ada di Sumatera Barat mencakup keindahan alam, 

potensi budaya, peninggalan sejarah serta hasil karya anak nagari yang dapat 

dijadikan aset pariwisata daerah. Potensi objek dan daya tarik wisata alam yang 

meliputi pantai dan beberapa pulau, alam pegunungan, ngarai dan lembah, danau, 

iklim yang sejuk di dataran tinggi dan hutan yang tropis.Keindahan alam 

Sumatera Barat dapat tergambar melalui jumlah kunjungan wisatawan nusantara 

dan mancanegara yang berkunjung setiap tahunnya ke daerah ini. 

TABEL 1.1 

DATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KE SUMATERA BARAT 

TAHUN 2013-2018 

Wisatawan Lokal 

No Tahun Jumlah 
1 2013 6.261.363 
2 2014 6.605.738 
3 2015 6.973.678 
4 2016 7.343.282 
5 2017 7.783.876 
6 2018 8.073.070 
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Wisatawan Mancanegara 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Statistik & Profil Kepariwisataan Sumatera Barat 2018 

Dari tabel yang terdapat pada lampiran 1dapat dilihat bahwa jumlah 

kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Sumatera Barat tahun 2015-

2018 terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan perkembangan yang 

positif mengingat dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara 

ataupun wisatawan mancanegara akan mendatangkan banyak dampak positif yang 

dirasakan baik bagi daerah ataupun masyarakat, seperti misalnya peningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejateraan masyarakat daerah.  

Kabupaten Kota di Sumatera Barat tersebut memiliki potensi yang besar 

untuk dikembangkan dalam meningkatkan PAD, untuk meningkatkan PAD 

daerah, pemerintah dapat mengembangkan pariwisata daerahnya. Salah satu 

daerah yang potensial untuk pengembangan pariwisata adalah Kota Sawahlunto 

sebagai Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Kota yang sebelumnya dikenal 

dengan kota tambang, pasca tambang berubah menjadi kota wisata tambang yang 

berbudaya. Hal ini merupakan strategi pemerintah Kota dalam memanfaatkan 

keunggulan dan potensi sebagaimana yang tertuang di dalam Visi Kota 

Sawahlunto Tahun 2020 yang kemudian ditegaskan dengan komitmen seluruh 

No Tahun Jumlah  

1 2013 48.710 

2 2014 56.111 

3 2015 48.755 

4 2016 49.686 

5 2017 56.313 

6 2018 54.369 



 
 

stake holder kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 

2 Tahun 2001 tentang Visi Kota Sawahlunto yaitu “Sawahlunto tahun 2020 

Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”. Sesuai dengan visi tersebut 

secara jelas tertulis bahwa pengembangan sektor pariwisata menjadi prioritas 

utama dalam pembangunandaerah. 

Dasar dalam penmgembangan potensi pariwisata di Kota Sawahlunto 

berdasarkan visi kota tersebut adalah memamerkan sisi-sisi menarik dari sejarah 

perjalanan panjang kegiatan penambangan batubara di Kota Sawahlunto. Sisi 

menarik ini tidak hanya hal-hal yang bersifat fisik seperti alat-alat tambang, lokasi 

tambang dan lorong-lorong panjang tambang bawah tanah yang telah atau pun 

belum ditinggalkan, tetapi juga sisi-sisi sejarah kemanusiaan dari kerasnya 

kehidupan tambang batu bara serta budaya masyarakatnya yang akrab dan unik 

sebagai hasil pembauran berbagai etnik yang pernah tinggal menjadi penduduk 

kota. Selain menyajikan objek wisata tambang yang unik, Kota Sawahlunto juga 

mempersiapkan sarana pariwisata hiburan dan rekreasi yang mengikuti 

perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar keberadaan Sawahlunto sebagai 

Kota wisata baru menjadi lekat di tengah-tengah masyarakat. 

Kota Sawahlunto yang semula hampir menjadi kota mati akibat 

mundurnya aktivitas pertambangan batubara, mulai menggeliat kembali 

perekonomiannya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto 

yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data tersebut terlihat 

peningkatan perekonomian Kota Sawahlunto yang cukup signifikan setiap 

tahunnya. Sektor yang mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian 



 
 

Kota Sawahlunto adalah sektor pertambangan. Hal ini merupakan dampak 

langsung dari penurunan aktifitas pertambangan batu bara di Kota Sawahlunto. 

Sektor Akomodasi, memberikan peningkatan kontribusi yang cukup signifikan. 

Tahun 2010, kontribusi Akomodasi terhadap PDRB Kota Sawahlunto hanya 1,59 

%. Angka ini meningkat menjadi 1,71 % pada tahun 2014. Secara kontribusi, 

angka ini memang masih kecil dibandingkan sektor lainnya. Akan tetapi, 

mengingat peningkatan kontribusinya yang cukup signifikan, membuktikan 

bahwa Sektor Akomodasi di Kota Sawahlunto telah mengalami kemajuan yang 

berarti setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan kontribusi Sektor Akomodasi 

terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Sumatera Barat 

tahun 2014 yang hanya 1,04 % juga membuktikan bahwa peranan Sektor 

Akomodasi di Kota Sawahlunto lebih krusial dibandingkan di Provinsi Sumatera 

Barat. (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat) Jika Sektor Akomodasi 

yang ada di kategori pembentukan PDRB dapat mewakili sektor pariwisata, 

peranan lain dari Sektor Pariwisata yang dapat terlihat adalah peningkatan 

kontribusi penerimaan daerah dari subsektor kepariwisataan terhadap Penerimaan 

Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto . 

Di tengah fluktuatifnya total PAD Kota Sawahlunto, secara nominal 

pemasukan daerah dari sektor pariwisata mengalami peningkatan yang cukup 

berarti. Terbukti dengan peningkatan jumlah kunjungan ke objek wisata, angka 

kunjungan ke objek wisata tambang relative stabil. Setelah dilakukan investigasi 

awal ke objek wisata tersebut, rata-rata pengunjung mengatakan faktor keunikan 

dari objek wisata tambang yang menyebabkan keinginan masyarakat untuk 



 
 

berkunjung cenderung stabil. Jika objek wisata modern/rekreasi dengan mudah 

dapat diduplikasi (ditiru) atau disaingi oleh daerah lain (seperti Minangkabau 

Fantasi (MIFAN) di Kota Padang Panjang, Anai Resortdi Kab. Padang Pariaman, 

Pemandian di Maninjau Kab. Agam yang jugamerupakan wisata rekreasi), lain 

halnya dengan wisata tambang. Keunikan sejarah penambangan batubara di Kota 

Sawahlunto yang merupakan tertua di Indonesia, menjadi daya tarik tersendiri 

bagi masyarakat untuk berkunjung. Wisata sejarah tambang yang disajikan oleh 

pemerintah Kota Sawahlunto menjadikan Wisata Sawahlunto terbukti mempunyai 

keeksotisan tersendiri untuk dikunjungi. 

 Beragam potensi objek wisata tersebut perlu untuk dikembangkan baik 

dari aspek tata ruang, investasi, informasi dan aspek lainnya yang terkait dengan 

perkembangan pariwisata daerah. Visi pembangunan Kota Sawahlunto didasarkan 

kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu menjadi Kota Wisata 

Tambang yang Berbuday apada Tahun 2020.
67

 Dengan Misi diantaranya 

Memelihara dan Mengembangkan nilai-nilai dasar agama yang ada dan adat 

istiadat ditengah-tengah masyarakat,Meningkatkan fasilitas dan pelayanan 

ditengah-tengah masyarakat, Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum, 

Mengembangkan Objek Wisata Tambang, Mengembangkan seluruh potensi Kota 

yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.
68

  

Melalui kegiatan penataan institusi, kerjasama antara daerah, 

meningkatkan fisik kota dan meningkatkan kualitas produk wisata. Salah satu 
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langkah strategis yang dilakukan adalah perencanaan penataan dan revitalisasi 

kawasan Kota Sawahlunto yang memiliki beberapa objek yang sangat menarik 

untuk dikembangkan sebagai salah satu tujuan objek wisata seperti kawasan kota 

lama Sawahlunto. 

Pada dasarnya Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang 

Berbudaya Tahun 2020 ini dimaksudkan agar target waktupencapaian tersebut 

dapat memancing munculnya motivasi bagi Pemerintah Kotadan seluruh 

Stakeholders. Sedangkan berbudaya dimaksudkan agar dalam upayamewujudkan 

Kota Wisata Tambang tersebut seluruh masyarakat dan stake holder dapat 

beraktifitas, berkreasi dan berinovasi seluas-luasnya, namun harus 

tetapberpedoman kepada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sesuai dengan 

agenda Mewujudkan Kota Wisata Tambang yang beberbudaya
69

 dimana untuk 

mencapai Visi dan Misi sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, maka 

Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan empat hal yang perlu dilakukan 

adalah , Kapasitas Institusi, Kerjasama antar Daerah, Peningkatan Kualitas Kota 

dan Peningkatan Kualitas Produk dan Kawasan wisata. 

Dengan disadari kondisi Kota Sawahlunto yang sedikit berbeda 

dengankota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jenis 

pariwisatayangdikembangkan meliputi Wisata Budaya (Culture Tourism) dan 

Wisata Rekreasi (Minig Tourism). Berikut penulis paparkan beberapa Wisata 

Budaya diantaranya
70

 Wisata sejarah yakni , Museum Kereta Api Mak Itam, 

Gedung Pusat Kebudayaan, Terowongan Lubang Mbah Soero, Museum Gudang 
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Ransum, Lubang Kalam Perdagangan Batu Bara Ombilin, Museum Tambang 

Batubara.Kemudian terdapat juga beberapa wisata rekreasi diantaranya Puncak 

Polan., Objek Wisata  Puncak Cemara., Taman Satwa Kandih., Ekosistim 

Perbukitan Cadas Danau Kandih. Berikut Rekapitilasi Kunjungan Wisatawan Kota 

Sawahlunto tahun 2013-2018.
71

 

 Dari tabel pada lampiranterlihat bahwa di Kota Sawahlunto memiliki 

berbagaidaya tarik wisata yang  berpotensi untuk  menarik  wisatawan  

berkunjung  keKota Sawahlunto. Dengan berbagai jenis objek wisata yang 

dimiliki olehKota sawahlunto ini, jika dikembangkan  dengan maksimal maka 

akanmemberikan kontribusi yang bagus terhadap kesejahteraan masyarakat kota 

Sawahlunto. 

 Dengan  cukup  menjanjikannya  potensi  sektor  pariwisata  di  Kota 

Sawahlunto  ini, Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya agar dari sektorpariwisata 

ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi yang dimiliki jika 

dikembangkan dengan strategi yang baik akan memberikan dampakbesar  bagi  

peningkatan  pembangunan  suatu  daerah khususnya. Oleh karena itu, Pemerintah  

Kota Sawahlunto terus meningkatkan sektor pariwisata dan melakukan 

pengembangan pada objek-objek wisata yang dianggap potensial sebagai suatu 

strategi pengembangan pariwisata untuk mendatangkan wisatawan ke Kota 

Sawahlunto.  

 Upaya-upaya pemerintah Kota Sawahlunto dalam pengembangan sektor 

pariwisata juga tercantum dalam beberapa dokumen yang salah satu diantaranya 
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yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota 

Sawahlunto. Dokumen-dokumen tersebut dalam pelaksanaannya juga didukung 

oleh beberapa Peraturan Daerah (Perda) lainnya terkait tentang pariwisata dan 

keputusan Dinas Pariwisata tentang Pariwisata. Dokumen kebijakan dibuat 

sebagai acuan dalam rangka peningkatan pembangunan pariwisata yang 

berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat melalui sektor industri pariwisata.  

 Terlepas dari itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto 

beserta Pemerintah Kota Sawahlunto juga mendapat dukungan yang sangat kuat 

dari Pemeritah Provinsi Sumatera Barat yakni melalui  Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat. Agar strategi  mewujudkan Kota 

Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya dapat berjalan 

dengan optimal, maka Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat yakni melalui Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa 

kebijakan diantaranya : 

1. Rencana Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Sawahluntu:
72

 

a. Terus Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

dalam Pengembangan Sektor Pariwisata 

 Pemerintah disini salah satunya adalah Pemerintah Pusat. Dimana. 

Pemerintah Pusat membangun kerjasama dengan kalangan swasta dan Pemerintah 

Daerah setempat, dengan sistem terbuka, jujur dan adil. Kerjasama ini penting 
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karena untuk mempelancar pengelola secara professional dengan mutu pelayanan 

yang memadai.  

 Pemerintah merupakan salah satu Stakeholder di dalam pengelolaan 

bidang pariwisata yang ada di Kota Sawahlunto dimana memiliki fungsi sebagai 

pembuat berbagai kebijakan tentang pariwisata pada suatu daerah juga berperan 

dalam meningkatkan devisa dn Pendapatan Asli Daerah melalui bidang 

pariwisata. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam hal ini melalui Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto menaungi bidang 

kepariwisataan diharapkan memiliki peran dalam menyediakan pariwisata di 

daerahnya dengn cara mengembangkan daya tarik serta sarana kepariwisataan 

lainnya. Hal tersebut akan mampu terwujud jika pemerintah selaku pemegang 

kepentingan mampu mengembangkan pariwisata secara optimal. Pemerintah 

memiliki beberapa peran dalam bidang kepariwisataan dintaranya: Perencanaan 

Pariwisata, Pembangunan Pariwisata, Kebijakan Pariwisata, dan Peraturan 

Pariwisata. 

 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota 

Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto 

berperan dalam melakukan perencanaan dalam meningkatkan daya tarik wisata 

serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Penyedia 

sarana dan prasarana seperrti rumah makan serta peningkatan aksesbilitas untuk 

wisatawan juga sudah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap 



 
 

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kota Sawahlunto untuk mengembangkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata 

Tambang yang Berbudaya. Pengenalan Kota Sawahlunto ke masyarakat luas juga 

direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota 

Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dengan 

cara meningkatkan terus kegiatan promosi yang dilakukan dengan mengikuti 

event-event pariwisata dan melakukan promosi melalui media.  

 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota 

Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto sudah 

berperan dalam melakukan pembangunan pada berbagai destinasi wisata yang ada 

di Kota Sawahlunto. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah 

Daerah Kota Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Sawahlunto juga memiliki peran lain yakni dalam pengimplementasian kebijakan 

pengembangan berbagai objek wisata yang ada di Kota Sawahlunto yang menitik 

beratkan pada peningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat. Kebijakan 

pengembangan wisata yang ada di Kota Sawahlunto diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang baik dalam terbkanya mata pencaharian baru bagi 

masyarakat Kota Sawahlunto. 

 Pemerintah merupakan pihak yang banyak memberikan dukungan 

terhadap terwujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang 



 
 

Berbudaya, Pemerinrtah disini menjalin dan meningkatkan terus komunikasi dan 

Koordinasi dengan Sektor Sektor Pendukung dalam mewujudkan pengembangan 

Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Seperti 

diungkapkan oleh Ibu Asastasia SS yang merupakan Kepala Seksi Pengembangan 

Objek dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreativ Provinsi Sumatera 

Barat dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut: 

“Pariwisata itu Multi Sektor, harus di dukung oleh banyak sektor. Dalam hal ini 

Pemerintah daerah,kepala daerah, dan dinas terkait saling berkomitmen, Baik 

sektor pusat maupun sektor daerah . Contohnya saja dalam hal lintas , hal ini 

dapat dilihat dimana untuk menuju ke destinasi yang di tuju maka destinasi 

tersebut membutuhkan jalan, jalan akan di prasaranai oleh Dinas terkait yakni 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto . Begitu juga jika destinasi 

membutuhkan komunikasi maka Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto wajib 

membantu dan menyediakan anggaran untuk membangun jalan, infrastruktur 

menuju destinasi. Jadi perlunya dukungan dari sektor sektor lain dan dinas dinas 

lainnya dalam mendukung sektor-sektor tersebut”
73

 

 Ketika pemerintah daerah menjadikan wisata sebagai icon daerah maka 

harus terdapat gerakan terpadu pembangunan pariwisata jadi pihak Dins 

Pariwisata maupun pemerintah daerah terkait harus saling berkoordinasi dengan 

sektor-sektor pendukung seperti dinas dinas terkait untuk mendukung pariwisata. 

“Tidak hanya dinas pariwisata Kabupaten maupun Kota saja yang harus saling 

berkoordinasi namun Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini di 
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limpahkan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Provinsi Sumatera 

Barat juga membantu dalam pengembangan Kota Sawahlunto sebagai Kota 

Wisata Tambang yang Berbudaya salah satunya bantuan anggaran berupa dana. 

 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota 

Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto 

memberikan wewenang kepada perangkat kecamatan untuk membuat peraturan 

dalam mengatur kegiatan pariwisata di Kota Sawahlunto. Pemberian wewenang 

tersebut di sadari karena Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera 

Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dianggap 

bahwa masyarakat juga mengetahui akan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto. 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Tidak ingin membatasi 

masyarakat di Kota Sawahlunto dalam melakukan pengembangan Kota 

Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Sehingga dapat di 

simpulkan bahwa peran Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota 

Sawahlunto dalam melakukan pembutan peraturan-peraturan pariwisata di Kota 

Sawahlunto dengan cara memberikan kewenangan langsung ke masyarakat. 

b. Menyusun strategi pengembangan pariwisata  

Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang 

dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara 

melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi 

serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar 

kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan 



 
 

pengembangan pariwisata bukanlah system yang berdiri sendiri, melainkan terkait 

erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan 

inter regional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Sawahlunto dan para stake holder 

berupaya secara Optimal untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang ada 

di Kota Sawahlunto.  

“Dalam mewujudkan sebuah strategi pengembanga pariwisata terdapat 

Rencana Strategi dalam pengembangan pariwisata Kota Sawahlunto telah terdapat 

beberapa rancangan strategi pengembangan Pariwisata yaitu dengan 

Memaksimalkan keuntungan pariwisata di destinasi, sambil mendorong 

penggunaan sumber daya local secara sustaniable. Untuk memcapai hal tersebut 

maka dilakukan beberapa capaian dianataranya mendorong wisatawan agar dapat 

mengunjungi tempat wisata”
74

 

Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya 

dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling 

menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di 

masa mendatang.“Kota Sawahlunto berusaha membangun industri pariwisata 

sebagai salah satu cara untuk mencapai kunjungan pariwisata meningkat tiap 

waktunya. Pengembangan kepariwisataan saat ini tidak hanya untuk menambah 

Pendapatan Asli Daerah maupun. Akan tetapi juga diharapkan dapat memperluas 

kesempatan berusaha dengan membuka usaha seperti banyaknya penjual makanan 

kecil yang berkeliling disekitaran objek wisata,baik wisata sejarah maupun wisata 
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rekreasi. Juga penjual pakaian di sekitaran Objek Wisata waterboom contohnya.  

Dengan banyaknya objek wisata di Kota sawahlunto banyak diantara masyarakat 

di sekitaran objek wisata mengambil keuntungan  Pariwisata dapat menaikkan 

taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tujuan wisata tersebut melalui 

keuntungan secara ekonomi, dengan cara mengembangkan fasilitas yang 

mendukung dan menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk 

setempat saling diuntungkan.”.
75

  

c. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas; 

Dalam upaya pengefektifkan pengelolaan dan pengembangan objek wisata 

maupun kawasan-kawasan wisata perlu dilakukan secara komperhensif dan 

terpadu dengan mengantisipasi berbagai pengembangan dilingkungan internal 

maupun external yang ada, termasuk  didalamnya kecenderungan maupun tren 

pariwsata dalam konteks global. “Dalam mewujudkan pengelolaan objek wisata 

Kota Sawahlunto telah berupaya melakukan beberapa hal diantaranya:”
76

 

1. Pembentukan forum rembung masyarakat untuk membahas hal hal 

terkait pengelolaan objek wisata dengan tepat dan memperhatikan 

potensi kekayaan budaya lokal yang ada.  

2. Melengkapi pembuatan Rencana Induk Pengembangan (Master paln), 

RTBL (Rencana Tata Bangun dan Lingkungan) dan telah dibahas 

secara lintas sektoral. 
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3. Mengembangkan pola “Collaboratif Managemen” antara instansi-

instansi yang berkepentingan (Lintas Sektoral) dengan maksud tetap 

menjaga kelestarian dan budaya yang ada.  

c. Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto; 

Pengembangan Agrowisata bermula dari pengembangan Ekowisata. 

Ekowisata adalah yang paling cepat bertumbuh diantara model pengembangan 

pariwisata yang lainnya diseluruh dunia, dan memperoleh sambutan yang sangat 

serius. Ekowisata di kembangkan didaerah berkembang  sebagai sebuah model 

pengembangan yang potensial untuk memelihara sumber daya alam yang 

mendukung proses perbaikan ekonomi masyarakat lokal. 

Agrowisata  merupakan kombinasi antara pertanian dan dunia untuk liburan 

di desa. Atraksi dari agrowisata adalah pengalaman bertani dan menikmati produk 

kebun bersama dengan jasa yang disediakan. Motifasi agrowisata adalah untuk 

menghasilkan pendapatan tambah bagi petani.  

Pada Tahun 2017 Tim Study Komperatif Kota Sawahlunto melakukan 

kunjungan ke lokasi Agrowisata Payo yang terletak di Kota Solok. Dimana Payo 

merupakan salah satu daerah di Kota Solok yang ketersediaan dan kesuburan 

tanahnya membuat payo memiliki potensi yang besar dalam hal pengembangan 

perekonomian masyarakat di sektor pertanian. Pada saat itu dilaksanakannya  

Program Aksi Nagari/Kelurahan Mandiri Pangan yang bertujuan untuk 

mengantisipasi dan mewujudkan penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi 

masyarakat melalui upaya bersama pemberdayaan masyarakat secara terintregasi 



 
 

untuk mencapai kemandirian pangan, meningkatkan kemandirian masyarakat 

dalam pengembangan usaha produksi  berbasis Sumber daya lokal.  

Melihat adanya Prospek yang besar guna mendukung program peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, Pemda Kota Solok secara bertahap akan mulai 

memberikan perhatian se Payo dan akan siwujudkan sebagai salah satu destinasi 

Agrowisata Tahun 2020, dan sebagai pusat kunjungan yaitu daerah Batu Patah 

Payo
77

.  

Dalam Pertemuan Kadis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Kota Sawahlunto beserta Rombongan pada Program Program Aksi 

Nagari/Kelurahan Mandiri Pangan menyatakan sangat bangga dengan Pemko 

Solok yang sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui program 

tersebut. Hal ini menjadi contoh bagi Kota Sawahlunto yang juga ingin 

menjadikan daerahnya sebagai tujuan agrowisata. “Mengingat Kota Sawahlunto 

sebagian besar merupakan Bekas Pertambangan Batu Bara, akan menjadi kendala 

bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan Kawasan Agrowisata. 

Potensi daerah dan lahan pertanian belum tergarap. Rendahnya kemauan dan 

keterampilan petani untuk meningktkan produktifitas pertanian juga menyebabkan 

sulitnya meningkatkan kualitas pertanian di Kota Sawahlunto. Pola pikir masyarakat 

terutama generasi muda yang mengatakan petani merupakan pekerjaan yang kurang 

berkelas juga menjadi sebuah tantangan di masa depa. Dari segi pengelolaan pasca panen, 

industri pengelolaan hasil pertanian di Kota Sawahlunto relatif minim. Sehingga begitu 

banyak PR dalam mewujudkan adanya Kawasan Agrowisata Kota Sawahlunto ini. 
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Seandainya dalam mewujudkan kawasan agrowisata kota sawahlunto ini tidak 

direncanakan dengan matang dan teliti oleh para ahli dari balitbangtan. Beliau 

meminta agar Pemko Solok bisa memberi mereka bentuk proposal yang di buat 

dan Roadmap yang telah ada yang akan dijadikan bahan percontohan bagi 

mereka.”
78

 

d. Mengembangkan Kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi 

wisata dan UNESCO Global Geopark; 

Sawahlunto merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi Sumatera 

Barat yang mana terkenal dengan Kota Wisata Tambangnya memiliki Isu 

Strategis. Isu stragtegis disini ada dua yakni wisata halal dan Wisata Geopart . 

Nah di Provinsi Sumatera Barat terdapat 3 wisata Geopart Nasional dianranya 

Ngarai Sianok yang berada di Maninjau, Cluster Silokekdi Kabupaten Sinjunjung 

, dan terakhir Cluster Sawahlunto yakni Objek Wisata Puncak Batu Runciang dan 

Puncak Cemara Kota Sawahlunto. Dalam mempersiapkan Geopart Nasional 

Sawahlunto menjadi UNESCO Global Geopart. Dimana di usilkan terlebih dahulu 

berupa borang atau dokumen yang kemudian di cek oleh pihak UNESCO apakah 

Kota Sawahlunto layak untuk di usulkan . Saat ini kota sawahlunto sedang dalam 

masa penilaian data data pendukung lainnya meskipun kota sawahlunto 

merupakan warisan tambang batu baraakan di usulkan namun meliputi 7 

kabupaten dan kota ( solok, padang panjang, padang pariaman, ) yang lain yang 

dianggap juga UNESCO harus di lestarikan sehingga 7 kabupaten kota tersebut 
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harus mendukung untuk karena harus berkelanjutan dan juga dianggap oleh kab 

kota yang lain”  

Dalam mewujudkan UNESCO Global Geopark tersebut banyak perisiapan 

yang dilakukan salah satunya seperti yang dilakukan Balai Diklat Tambang 

Bawah Tanah, dengan menerima kunjungan anggota Tim Tenaga Ahli Menteri 

ESDM Bidang Geopark yang du dampingi oleh Perwakilan PT. Bukit Asam Unit 

Penambangan Ombilin (PT. BA UPO) dan Pemerintah Kota Sawahlunto pada 

selasa, 24 April 2019 lalu. Situs situs yang mereka kunjungi merupakan situs 

wisata tambang yang menjadi primadona yang berada di bawah kawasan wisata 

Geopark Nasional Sawahlunto karena Kota Sawahlunto tidak bisa dipisahkan 

dengan sejarah pertambangan Indonesia khususnya penambangan batu bara masa 

lalu.Tujuan kunjungan mereka adalah dalam rangka pengembangan Program 

Geopark yang menjadi salah satu kegiatan Kkementerian ESDM dan merupakan 

persiapan pengusulan Geo Park Nasional Sawahlunto menjadi UNESCO Global 

Geopark(UGG) . 

 UNESCO Global Geopark di bangun melalui proses Botton-up yang 

melibatkan semua pemangku kepentingan dan Otoritas yang relevan di daerah 

tersebut, seeperti pemilik lahan, anggota masyarakat, penyedia pariwisata, 

masyarakat adat, dan organisasi lokal. Proses ini membutuhkan komitmen tegas 

dari komunitas lolak, kemitraan yang kuat dengan dukungan publik dan 

pengembangan strategi komprehensif yang akan memenuhi semua tujuan 

masyarakat dengan tetap meperhatikan dan melindungi warisan Biologis. 



 
 

Diharapkan dengan pengembangan Geopark Nasional Sawahlunto menjadi 

UNESCO Global Geopark ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, mampu 

menciptakan peluang untuk pekerjaan baru dan sumber-sumber pendapatan baru 

melalui geowisata, dengan catatan sumber daya geologi dari kawasan Geopark 

sawahlunto tetap terlindungi.   

“Jika wisata tersebut merupakan wisata unggulan maka pemerintah akan 

memberikan dukungan-dukungan. Seperti wisata Geo part di kota sawahlunto, di 

dukung oleh pemerintah provinsi dalam perwujudannnya. Maka daerah daerah 

yang mrmiliki potensi akan mendapatkan dukungan langsung dari Gubernur 

sumatera barat sendiri, di upayakan pengembangan nya baik nasional maupun 

UNESCO saat ini Rencana Induk Pariwisata Provinsi sedang di lakukukan revisi, 

masing-masing daerah di kabupaten kota Sumatera Barat memiliki tema 

pariwisata tersendiri. Rencana Induk Pariwisata Provinsi merupakan pedoman 

dalam pariwisata. Di tambah lagi dengan rencana rencana strategis pertahun. 

Pemerintah punya target-target dalam potensi-potensi yang ada di masing masing 

daerah kab kota yang ada di sumatera barat”
79

 

Kemudian pada akhirnya pada sabtu 6 Juli 2019 pukul 12:15 Organisasi 

Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mengabulkan permintaan 

Indonesia untuk menjadikan pertambangan Batu Bara Ombilin Sawahlunto 

(Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto)  Sumatera Barat sebagai salah 

satu warisan dunia. Pengesahan penetapatn terjadi pada sidang ke-43 Komite 

Warisan Dunia UNESCO PBB di Pusat Kongres Baku, Azerbaijan. Dimana 
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Kmentrian Pendidikan dan Kebudayaan memperjuangkan ini semenjak 2016 lalu 

dan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia kategori budaya 

semenjak 2015. Setelah itu proses pengumpulan data, penyusunan dokumen dan 

diskusi panjang para ahli serta akademis dari dalam dan luar negeri makin intensif 

dilakukan. Naskah tersebut akhirnya dinyatakan lengkap dan selanjutnya di 

evaluasi kelayakannnya menjadi warisan dunia oleh ICOMOS yang merupakan 

Badan Penasehat Pusat Warisan Dunia UNESCO kategori Baudaya.  

Dalam pengajuan tersebut ada dua kriteria yang dimiliki oleh Kota 

Sawahlunto yakni adanya pertukaran penting dalam nilai-nilai kemanusiaan 

sepanjang masa atau dalam lingkup kawasan budaya, dalam perkembangan 

arsitektur  dan teknologi, seni monumental, perencanaan kota, serta desain 

lengkap. Keunikan tambang Ombilin menunjukkan adanya pertukaran informasi 

dan teknologi lokal dengan teknologi eropa terkait dengan ekspolrasi batu bara di 

masa akhir abad ke 19 sampai masa awal abad ke 20 di dunia, khususnya Asia 

Tenggara. Kriteria berikutnya adalah Contoh luar biasa dari tipe bangunan, karya 

arsitektur, dan kombinasi teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan 

penting dalam sejarah manusia. Pertambangan Batu Bara Ombilin punya keunikan 

tersendiri.   

e. Meningkatkan Promosi Wisata Sawahlunto di Tingkat Regional, Nasional 

dan Internasional yang Terukur dan Tepat Sasaran; 

   Selain melalui media dalam mengembangkan Kota Sawahlunto sebagai 

Kota Wisata Tambang yang berbudaya Kota Sawahlunto  melakukan 

pencanangkan program Visit Indonesia Year, dimana ini merupakan sebuah 



 
 

rangkaian tahunan dalam rangka mempromosikan Indonesia ke Industri Wisata 

dunia oleh pemerintah.Kemudian juga melakukan strategi-strategi salah satunya 

menerima undanngan-undangan dari beberapa daerah yang mempunyai objek 

wisata yang menarik. Kegiatan Promosi yang telah dilakukan dilakukan dengan 

membentuk sistim informasi yang handal dan membangun kerjasama yang baik 

dengan pusat informasi pada negara-.negara lain terutama pada negara yang 

berpotensi. 

Selain itu mengatakan dalam wawancara peneliti dengan Ibu Eriyanti SH 

yang merupakan Kepala Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi Pariwisata  pada 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat :  

“Produk pariwisata harus seimbang dengan promosi agar para wisatawan baik 

wisatawan pusat maupun wisatawan mancanegara merasa puas. Agar produk 

pariwisata seimbang dengan promosi  maka dalam hal ini  telah dilakukan giat 

Promosi  sebagai berikut:”
80

 

1. Melakukan  Promosi bertema spesifik yang sesuai dengan budaya daerah 

sebagai usaha untuk menjaga, memelihara dan melestarikan serta 

mengadakan pemantapan ulang berbagai atraksi wisata disertai dengan 

pembenahan ulang pada sumber daya alam, infrastruktur, material dan 

Cultural Resorces.  

2. Promosi dikelola dan dilihat dalam bentuk industri pariwisata.  
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3. Mengembangkan kerjasama terpadu dengan jajaran pariwisata dengan 

airline dan aparat pemerintah yang terkait untuk mengadakan education 

tour.  

4. Menerbitkan Leafleat, Booklet, Guide book dan rekaman audio visual 

lainnya yang bermutu standar baik diilihat dari lay out bahasa dan promosi 

yang dapat dikirim ke berbagai sasaran/tempat. 

5. Penetapkan pusat-pusat pertumbuhan untuk membentuk jaringan 

pariwisata primer sehingga terbentuk jaringan wisata primer dalam 

wilayah Kota Sawahlunto.  

6. Pengembangan paket atraksi seni peetunjukan, seni rupa, seni musik, baik 

tradisional maupun kontemporer yang bernuansa budaya Koata 

Sawahlunto yang dikemas dalam suatu paket atraksi wisata seperti pekan 

budaya.  

7. Menawarkan daerah-daerah tujuan wisata dengan sistim paket terpadu 

seperti mengunjungi wisata sejarah dan alam.  

8. Pembuatan rute-rute perjalanan pariwisata dalam suatu paket perjalanan 

sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap wisatawan  

9. Berpartisipasi dalam event, event nasional dan regional, nasional, dan 

regional yang berkaitan dengan promosi pariwisata , sehingga melalui 

event event besar ini nantinya Kota Sawahlunto akan semakin di kenal 

baik di ruang lingkup Nasional maupun Internasional.  



 
 

Berikut beberapa diantaranya event besar unggulan Kota Sawahlunto yang 

dilaksanakan di tiap tahunnya untuk mendongkrak kunjungan wisatawan baik 

wisatawan lokal maupun wisatawan regional dam internasional anatara lain : 

Pemilihan Uda Uni Kota Sawahlunto, Merupakan sebuah ajang pemilihan 

bakat kreatifitas, untuk nantinya akan menjadi duta wisata yang akan menjadi 

agen promosi Pariwisata khususnya Kota Sawahlunto. 

Gambar 2.1 Pemilihan Uda Uni Kota Sawahlunto 

 

Sawahlunto Randai Festifal, dimana Festifal ini biasanya digelar di 

Pelataran Museum Kereta Api Kampung Teleng. Event ini meruapakan upaya 

Pemerintah Kota Sawahlunto dalam melestarikan Buadaya Masyarakat 

Minangkabau termasuk di Kota Arang (Sebutan Untuk Kota Sawahlunto yang 

terkenal dengan Tambangn Batu Bara) . 

Melestarikan Budaya yang telah lmengakar hidup ditengah masyarakat 

merupakan masukan dan rekomendasi yang diberikan  oleh ICOMOS (Sebuah 

Organisasi penili yang diberikan mandat oleh UNESCO) untuk melakukan 

evaluasi terhadap stius situs yang disusulkan menjadi warisan dunia dan salah 

satunya berkembang di sawahlunto yakni kesenian randai 

 

 

 



 
 

Gambar 2.1 Sawahlunto Randai Festifal 

 

Sawahlunto kejurnas Motoprix region sumatera, yang merupakan 

Olahraga kejuaraan daerah balap motor,  yang melibatkan daerah daerah yang 

ada di pulau sumatera yag di bawah naungan Ikatan Motor Indonesia (IMI) 

yang dilaksanakan di Sirkuit Permanen Kandih. 

    Gambar 2.3 Sawahlunto Kejurnas Motoprix 

 

SISCA (Sawahlunto Internasional Songket Carnival), salah satu event 

tahunan ini merupakan pameran koleksi songket yang unik dan langka yang 

diadakan sejak 28 Agustus 2015 silam, yang bertujuan untuk menumbuh 

kembangkan rasa cinta dan bangga akan songket dan unutk memicu semangat 

para penenun songket untuk terus berkreatifitas dengan tradisi turun temurun 

nenek moyang Nagari Silungkang. Industri Fashion Indonesia merupakan satu 

industri kreatif yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB , selain itu 

Industri Fashion akan mengangkat nama Indonesia karena keunikan dan 

keunggulannnya. SISCA juga pernah mendapatkan Award yakni dalam 

Kategori Festifal Pariwisata terpopuler pada Award Anugerah Pesona 



 
 

Indonesia pada tahun 2017  dan  juga Museum Rekor Indonesia  mencatat Kota 

Sawahlunto sebagai Pemegang Rekor Kategori  Pemakaian Songket terbanyak 

pada satu kegiatan pada Sawahlunto Internasional Songket Carnaval pada 

tahun 2015 

Gambar 2.4 Sawahlunto Internasional Songket Carnival 

 

      Kejuaraan  Nasional Pacu Kuda, dimana kejuaraan ini di naungi oleh 

Pengurus Persatuan Olah raga Berkuda Seluruh Indonesia(PORDASI) dimana 

event ini akan dilaksanakan di Gelanggang Pacuan Kuda Kandih Kota 

Sawahlunto. Kejuaraan nasional ini akan diikuti oleh peserta dari berbagai 

Provinsi di Indonesia seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, Riau, DKI Jakarta, 

Kawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Provinsi lainnya. 

Gambar 2.5 Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda  

 

SIMFES (Sawahlunto Internasional Musik Carnival),  adalah gelaran 

kesenian yang dijadikan wadah untuk menuangkan ide-ide kreasi tampa batas 

dalam dunia musik bagi seniman dan musisi. Festifal ini mampu 

memperlihatkan keragaman musik dari berbagai etnik dunia sehingga dapat 



 
 

mengembangkan dialog budaya antara bangsa berdasarkan semangat Bhineka. 

SIMFES ini juga meruapakan perpaduan heritage city yang indah, musik yang 

bergelora dan kehangatan interaksi dengan penonton yang membuat SIMEFS 

selalu di tunggu setiao tahunnya. Musisi terbaik dari dalam dan luar negeri 

seperti Oktivi ansambel musik, Lalang, Daood Debu, Sisir Tanah, Hatotoska, 

Adien lopez, The Cigarman Blues, Jesse Lesse, On and On, dan Sawahlunto 

New Asamble.  Acara ini bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi dan 

kolaborasi antara budaya dan antara benua, serta mencintai kearifan Kota 

Tambang Batubara menuju Warisan Dunia dan Meningkatkan Apresiasi 

terhadap musik etnik kontemporer di Tanah Air.   

     Gambar 2.6 Sawahlunto Internasional Music Carnival 

 

Tour De Singkarak adalah kejuaraan balap sepeda resmi dari 

Persatuan Balap Sepeda Internasional (Union Cycliste International) yang 

diselenggarakan setiap tahun di Sumatra Barat. Kejuaraan yang pertama kali 

diselenggarakan pada tahun 2009 ini merupakan balapan jalan raya jarak jauh 

yang umumnya diadakan sekitar bulan April hingga Juni dan berlangsung 

selama seminggu. Kejuaraan ini telah menjalin kerjasama dengan Amaury 

Sport Organisation yang menjadi penyelenggara Tour de France di Prancis.  

Ranking Tour de Singkarak pada tingkat dunia dari jumlah penonton 



 
 

menduduki peringkat ke-5, setelah Tour de France, Giro d‟Italia, Vuelta a 

Espana, dan Santos Tour Down Under. Sesuai dengan namanya, Singkarak 

yang merupakan danau terbesar di Sumatra Barat menjadi bagian dari jalur 

lintasan Tour de Singkarak. Selain itu, beberapa kawasan wisata lain juga 

menjadi bagian dari jalur lintasan, termasuk Lembah Harau, Kota Tambang 

Sawahlunto, Istana Pagaruyung, Danau Maninjau, Kelok 44, Perkampungan 

Adat Nagari Sijunjung, Danau Di atas, dan Danau Dibawah.  

    Gambar 2.7 Tour De Singkarak 

 

Sawahlunto Makan Bajamba.  Merupakan tradisi makan yang di 

lakukan masyarakat Minangkabau yang dilangsungkan pada hari hari besar 

dengan cara duduk bersama sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang 

telah di tentukan. Dimana makan bajamba ini dengan hidangan makanan khas 

dan tradisional yang di sediakan dalam bentuk dulang yang di tutupi oleh 

tatakan dan karpet songket beermotif diatasnya , dalam satu dulang terdiri dari 

7 sampai 10 jenis makanan tradisional. Tujuan diadakan makan bajambaadalah 

untuk memunculkan rasa kebersamaan tampa melihat perbedaan status sosial. 

Event makan bajamba ini merupakan event besar tahunan dalam rangka HUT 

Kota sawahlunto  Pada 1 Desember 2016 Kota Sawahlunto penyelenggara 

makan bajamba dalam rangka HUT Kota Sawahlunto ke 123 dan tercatat 



 
 

dalam Museum Rekor Dunia dalam kategori Acara makan bersama terbanyak 

dan terpanjang yang diikuti oleh 16.322 orang. 

Gambar 2.8 Makan Bajamba  

 

      Selain event event diatas masih banyak lagi event yang dilaksanakan di 

Kota Sawahlunto tiap tahunnya, peneliti hanya memaparkan sedikit dari 

sebagian besar event yang ada di Kota Sawahlunto. Dengan banyaknya event 

di Kota Sawahlunto maka memberikan dampak positif pada kunjungan 

wisatawan baik lokal maupun mancanegara sehingga membuat Kota 

Sawahlunto lebih dikenal baik di Indonesia hingga ke mancanegara.  

Dalam Upaya meningkatkan kunjungan Wisatawan Mancanegara ke 

Kota Sawahlunto , Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan berbagai Upaya 

Kerjasama Persahabatan dengan berbagai negara, hal ini juga merupakan cara 

untuk menggenjot kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto.  

Pameran wisata Sawahlunto di Malaysia dimana kala itu pada tahun 

2005 telah diutus dua orang pegawai Pemerintah Daerah Kota Sawahluto untuk 

melakukan pendidikan dan pelatihan selama satu bulan di malaka. Sementara 

itu di bidang kesenian Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan beberapa 

kali mengutus tim kesenian di Malaka. Pada tahun 2004 telah di kirim 19 orang 

seniman Kota Sawahlunto untuk mengikuti Festifal DMDI. Kemudian pada 

tahun 2005 juga diutus sebuah tim kesenian beranggotakan sebanyak 23 lorang 



 
 

untuk mengikuti “Pekan Gendang Nusantara VIII” di malaka. Dalam 

kesempatana ini di samping melakukan pertunjukan mereka juga diberi kursus 

singkat tentang seni pertunjukan, dan diberi kesempatan untuk melakukan 

pertunjukan di hadapan masyarakat ramai.  

Selanjutnya Kerja sama antara Sawahlunto dan Belanda. Dimana hal ini di 

mulai sejak tahun 2017 dibuktikan dengan di tanda tanganinya Memorandum 

Of Understanding (MOU) anatara Indonesia dan Belanda dalam kerjasama 

permuseuman, warisan dan arsip budaya, pendidikan budaya, seni dan 

perfileman. Kerjasama ini berdampak kepada seluruh daerah di Indonesia dan 

seluruh daerah di Belanda. Bentuk kerja sama itu di tandai dengan 

ditandatangani nya 3 naskah kerjasama yaitu MOU bidang Kebidayaan, bidang 

kebudayaan, dan Letter Of Intent (LoL) dan TA yang di tanda tangani oleh 

Mneteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, dan Menteri 

Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda Jet Bussemaker.  

Dalam bidang kebudayaan, Indonesia mengapresiasi kemampuan Belanda 

dalam bidang pengelolaan kearsipan dean permuseuman, sementara Indonesia 

memiliki keunggulan dalam keanekaragaman budaya tradisioanl. Banyak 

Potensi kerjasama dalam bidang Kebudayaan yang dapat dilakukan kedua 

negara. Dengan menjadikan Kota Sawahlunto dengan deen Haag Belanda 

sebagai Sister city maka dengan cara itu nama Sawahlunto akan semakin 

dikenal di taraf Internasional dan Wisatawan mancanegara. 

Selain hubungan kerja sama persahabatan Kota Sawahlunto dengan 

beberapa Negara juga dilakukannya promosi yang di lakukan Pemerintah Kota 



 
 

Sawahlunto ke Negara Belanda. Yakni dalam acara Indonesia International 

Student Cultur Festifal (ICFS), Indonesia Day 2017 di Groningen Belanda. 

Proses transformasi Kota Sawahlunto yang sebelumnya adalah Kota tambang 

batu bara berubah menjadi Kota Pariwisata. Ketika itu Walikota Sawahlunto 

menjadi Keynote Speaker dalam Event Indonesia Day yang di gelar 

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. Acara yang dihadiri KEDUBES RI 

di Belanda , President of Groningen (Belanda), seluruh mahasiswa Indonesia di 

Belanda, mahasiswa delegasi negara asing , Pemerintah Kota Groningen dan 

warga Indonesia yang ada di Belanda khususnya Groningen.  Wali Kota 

Sawahlunto mempromosikan Songket Silungkang dengn menyerahkan 

Songket Silungkang sebagai Cendra mata kepada President of University dan 

DUBES RI di Belanda. Dalam kesempatan ini Wali Kota Sawahlunto 

memaparkan tentang upaya dan keberhasilan Sawahlunto bertransformasi dari 

Kota Tambang Batu Bara menjadi Pariwisata dengan mengandalkan bangunan 

dan lahan bekas tambang batu bara , potensi alam dan daya tarik kreatifitas, 

kerajinan masyarakat seperti songktet, kopi dan batu bara. Kemudian hal ini 

disambut baik dan diapresiasi oleh pihak Belanda yang komitmen dan 

konsisten dalam memajukan pariwisata dan mempromosikannya ke dunioa 

internasional. 

Dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota 

Sawahlunto tersebut maka dapat diketahui bahwa pariwisata merupakan salah 

satusektor yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto 

sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  pembangunanekonomi  dan  



 
 

kesejahteraan masyarakat. Saat ini Pemerintah Kota Sawahlunto terus 

meningkatkan sektor pariwisata dan melakukan pengembangan pada objek-

objek wisata yang dianggap potensial sebagai suatu strategi pengembangan 

pariwisata untuk mendatangkan wisatawan ke Kota Sawahlunto.  

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan potensi pariwisata yaitu 

berkembangnya kepariwisataan daerah. Dimana untuk meningkatkan potensi 

sektor pariwisata pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan daya tarik 

objek wisata yang ada dengan melakukan beberapa kebijakan melaui program 

pengembangan destinasi pariwisata.
81

 

Dari tabelyang terdapat pada lampiran 3 dapat dilihat penjabaran salah 

satu strategi pada bidang pariwisata yang direncanakan oeh Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto. Strategi disini adalah penjabaran dari 

tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata 

oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dalam jangka 

waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kota Sawahlunto menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 

(satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan pada 5 tahun mendatang 

2. Ketersediaan Anggaran Pengembangan Pariwisata 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah Kota 

Sawahlunto dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto juga 

                                                             
81

 Lampiran 2 



 
 

memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Khususnya Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto berupa Ketersediaan 

Anggaran. Salah satu unsur penting dalam terselenggaranya suatu program atau 

kegiatan adalah anggaran. Anggaran menjadi faktor penunjang segala bentuk 

program pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan 

masyarakat. Besar kecilnya anggaran yang dimiliki tentu akan mempengaruhi 

efektifitas suatu program dan bisa menjadi kendala apabila anggaran yang 

dibutuhkan tidak sesuai.  

“Berkaitan dengan pariwisata Kota Sawahlunto yang perkembangannya 

setiap tahun cukup pesat. Maka anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto lebih besar diberikan kepada Bidang 

Pariwisata, karena citra Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang 

Berbudaya harus terus melekat dan di harumkan sehingga suntikan dana untuk 

bidang kebudayaan lebih besar dibandingkan bidan Kebudayaan”.
82

  

Dalam rangka mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat maka 

diperlukan banyak kegiatan untuk bisa merangkul masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata, seperti kampanye sadar wisata, melaksanakan 

softsklill masyarakat dan pelaku wisata hingga memfasilitasi masyarakat untuk 

ikut serta dalam kegiatan pengembangan pariwisata. Namun dalam hal ini 

membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kegiatan dan program 

diprioritaskan kepada hal yang sifatnya darurat dan sangat penting saja. 

Melihat kondisi pariwisata Kota Sawahlunto yang perlu pembenahan terutama 
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di bidang pembinaan dan pengembangan pariwisata maka anggaran menjadi 

hal penting dan sangat mendukung untuk melakukan pembenahan tersebut. 

Betikut menulis paparkan daftar sharing pembiayaan Provinsi kabupaten kota 

yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
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 “Besar kecilnya anggaran yang di berikan Pusat dalam Hal ini 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Daerah dan Dina 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto harus dapat memanfaatkan 

dana tersebut semaksimal mungkin. Meskipun mungkin tidak dapat 

memeunuhi semua kebutuhan dalam pengembangan pariwisata dalam 

Mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya 

namun dalam pengelolaannya nya harus diprioritaskan kepada hal yang 

sifatnya darurat dan sangat penting saja”
84

 

Selanjutnya, dalam  rangka mencapai Visi dan Misi yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto, 

maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan Misi tersebut kedalam bentuk 

yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan. Penetapan tujuan 

dan sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto pada 

umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan 

setelah penetapan Visi dan Misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto mampu mencapai tujuan dan 
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sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dapat mengetahui 

apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran. 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto beserta 

Pemerintah Kota Sawahlunto saat ini berupaya mengembangkan dan 

menjadikan sektor pariwisata sebagai penunjang ekonomi masyarakat dari 

sektor pariwisata. Selanjutnya dalam TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Oalahraga Kota Sawahlunto disebutkan bahwa, 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto sebagai unsur 

pelaksana bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan melakukan berbagai 

program dan kegiatan di bidang pariwisata. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat dimana diwakili oleh Kepala 

Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi dalam wawancara yang dilakukan 

peneliti sebagai berikut :  

“Terdapat dua point kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi 

Sumatera Barat agar dapat mewujudkan kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata 

Tambang yang Berbudaya yakninya „Pariwisata sebagai Sektor unggulan, 

kemudian Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisataan‟ dimana Kegiatan  

pengembangan kepariwisataan yang ditangani secara terpadu lintas SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) di tingkat provinsi bersama Pemerintah 

Kabupaten / Kota dan stakeholders terkait lainnya memiliki beberapa tujuan 



 
 

diantaranya, Destinasi/objek yang dibangun bisa lebih cepat diselesaikan dan  

difungsikan, Sumber daya yang digunakan lebih fokus pada objek yang 

dijadikan sasaran, Bebagai pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan, dan 

yang terakhir Dampak langsung dapat segera dirasakan masyarakat.
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Pariwisata sebagai sektor unggulan, dalam hal ini Kota Sawahlunto 

dapat dijadikan sebagai sektor unggulan bagi Kota Sawahlunto itu sendiri. 

Masuknya sektor pariwisata ke dalam sektor unggulan dikarenakan sektor ini 

memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian dan juga sektor ini 

meningkat dengan cepat pertahunnya. Perekonomian suatu wilayah atau daerah 

menggambarkan kondisi atau keadaan dari setiap sektor yang terjadi di wilayah 

tersebut. Dan kita bisa melihat kondisi perekonomian ini dengan menggunakan 

PDRB ( Produk Domestik Regional Bruto)  . Tercatat sembilan sektor yang 

tercatat dalam PDRB sebuah daerah. Suatu daerah tentunya meiliki potensi 

perekonomian berbeda dengan daerah lain. Begitu pun di Kota Sawahlunto, 

perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan pada kondisi demografi, ekonomi 

ekologi, dan lain-lain.  

Dengan keunggulan dan daya tarik yang tinggi menjadikan Kota 

Sawahlunto sebagai destinasi wisata yang banyak di datangi wisatawan. Dan 

tentu saja hal ini akan berpengaruh pada perekonomian secara keseluruhan di 

Kota Sawahlunto. Hotel, Mess dan Homestay salah satunya memberiksn 

kontribusi terhadap perekonomian Kota Sawahlunto mencapai 40%. Kontribusi 

ini sangat besar dimana hampir setengahnya dari perekonomian Kota 
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Sawahlunto di pegang oleh sektor ini. Dari PDRB Kota Sawahlunto tercatat 

bahwa sektor pariwisata masuk ke dalam pengelompokan seektor unggulan 

atau sektor prima. Sektor unggulan mengindikasikan bahwa sektor pariwisata 

berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Sawahlunto. Tingginya 

sektor pariwisata ini dapat juga dilihat dari tingginya kunjungan wisatawan ke 

kota Sawahlunto  dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan 

di lihat dari Rekapitulasi kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto.  

Tingginya kunjungan wisatawan tentunya memerlukan sarana 

akomodasi yang baik juga. Implikasi dari peningkatan wisatawan adalah makin 

banyaknya jumlah Hotel,Mess dan Home Stay yang ada di Kota Sawahlunto.  

Disamping hotel, restoran dan tempat makan juga mengalami peningkatan. 

Dari beberapa hal diatas dapat saling menguatkan bahwa sekotr pariwisata 

menjadi sektor unggulan bagi Kota Sawahlunto. Dan bagi Pemerintah Kota 

Sawahlunto sudah dapat berfokus pada sektor ini sebagai penggerak 

perekonomian. Pemerintah Kota Sawahlunto juga perlu menjaga stabilitas 

pertumbuhan sektor pariwisata ini sehingga bisa menjadi kekuatan atau daya 

saing tinggi bagi Kota Sawahlunto ini. Karena jika tidak dikelola dengan baik 

maka tidak menutup kemungkinan akan menurun ke kelompok sector lain.   

Kemudian hal selanjutnya yang merupakan kebijakan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Kota 

Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya melalui Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat adalah Gerakan 

terpadu pengembangan Kepariwisataan. Dalam hal Pengembangan 



 
 

Kepariwisataan ini ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu Asastasia SS yang merupakan Kepala Seksi 

Pengembangan Objek dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreativ 

Provinsi Sumatera Barat dalam wawancara yang dilakukan peneliti sebagai 

berikut:  

“Hal yang paling penting dalam Mewujudkan Kota Sawahlunto 

menjadi kota Wisata Tambang yang berbudaya adalah Komitmen Daerah. 

Dalam pengembangan Pariwisata ada 4 unsur yang harus saling bersinergi, 

diantaranya : 

1. Sarana Penunjang 

Sarana penunjang disini diantaranya adalah Restoran, Hotel, Mess atau 

Homestay. Salah satu inovasi pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengatasi 

kesenjangan pendapatan adalah pengelolaan Hotel, Mess dan Homestay. Untuk 

menunjang kepariwsataan maka perlu adanya sadar wisata yang didukung oleh 

masyarakat. Karena Kota Sawahlunto sudah bertransfomasi menjadi kota 

wisata, maka perlu adanya sarana prasarana pendukung untuk menampung 

wisatawan yang akan mengunjungi Kota Sawahlunto.  

Pada tahun 2000 hingga tahun 2005 karena terbatasnya penginapan dan 

hotel yang ada di Kota Sawahlunto, wisatawan hanya sekedar singgah sejenak. 

Namun ditahun  2009 dibentuk lah wadah Asosiasi Homestay Kota 

Sawahlunto yang ditetapkan dengan SK Dinas Pariwisata pada awal Januari 

2010. Tujuannnya untuk mewadahi Homestay yang ada di Kota Sawahlunto 

sebagai alternatif wisatawan menginap.  



 
 

Pada awalnya adanya kesulitan dalam meyakinkan masyarakat untuk 

menjadikan rumahnya sebagai homestay, hanya ada lima buah penginapan. 

Namun berkat  kerja keras dari berbagai pihak terutama Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto dan seluruh stakeholder yang ada, per 

2017, jumlahnya  meningkat menjadi  50 Homestay dengan jumlah kamar 

sebanyak 120 buah yang tersebar di 4 kecamatan. 

Berbagai uapaya untuk pengembangan Homestay terus dilaksanakan 

dengan studi banding dengan mengikuti event-event yang terkait dengan 

promosi. Pada tahun 2012 saja Homestay Kota Saawahlunto mengikuti 

kegiatan Internasional Promotion Fair di Kuala Kerangsang, Malaysia.  

Dengan adanya konsep “ Feels Like Home” ini suasana kekeluargaan 

dan kehangatan yang diberikan oleh homestay  Sawahlunto semakin 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota ini. Dengan  kamar dan pelayanan 

yang telah terstandardisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

Sumatera Barat dan Dinas Pariwisata Sawahlunto semakin menambah minat 

wisatawan untuk lebih memilih menginap di homestay daripada penginapan di 

kota lain. Selain harga yang murah dan kegiatan yang ditawarkan juga beragam 

dan menawarkan pengalaman berbeda. Homestay ini juga memiliki paket-

paket wisata yang menarik seperti trekking, rafting, sanggar seni, wisata 

sejarah, desa wisata, atau pasar tradisional. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Homestay 

Sawahlunto semakin menggenjot perkembangan rumah penginapan itu sendiri. 

Seperti  memberikan pembinaan kepada pengeloa homestay untuk menciptakan 



 
 

lingkungan yang bersih, hygienic serta mendorong pengelola  menciptakan 

suasana yang nyaman, dan ramah sehingga memberikan kenangan yang 

berkesan bagi wisatawan.  

Selain itu mengadakan studi banding  dan karyawisata dalam 

meningkatkan wawasan  mengenai pengelolaan homestay.Dengan berbagai 

usaha itu meningkatkan kunjungan wisatawan untuk menggunakan homestay 

sebagai sarana akomodasinya. Tahun 2012 jumlah akomodasi lebih kurang  

200 orang/tahun, pada tahun 2013 meningkat menjadi 500 orang/tahun. Dan 

pada tahun 2017 jumlah wisatawan yang menggunakan homestay lebih kurang 

2000 orang/ tahun. 

Usaha keras yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto dan 

Asosiasi Homestay Kota Sawahlunto dalam mengelola homestay membuahkan 

hasil yaitu diraihnya apresiasi dan penghargaan. Dengan dipilihnya Kota 

Sawahlunto oleh Kementerian Pariwisata sebagai tuan rumah Internasional 

Homestay Promotional pertama di Indonesia pada tahun 2013, dan 

mendapatkan apresiasi sebagai penyelenggara terbaik.  

Penghargaan yang diraih oleh Homestay Kota Sawahlunto selanjutnya 

adalah sebagai rumah penginapan terbaik di Sumatera Barat pada tahun 2015 

yang diraih oleh OMA homestay mendapatkan penghargaan utama apresiasi 

Usaha Pariwisata Kementerian Pariwisata. Homestay Kota Sawahlunto 

semakin menancapkan kiprahnya baik dikancah nasional maupun internasional.  

Bahkan prestasi OMA Homestay sampai ke tingkat internasional yaitu berhasil 

meraih penghargaan bergengsi “ASEAN Homestay Award 2016-2018” yang 



 
 

diselenggarkan ASEAN Tourism Forum (ATF) di Manila, Philipina pada tahun 

2016. 

Dengan hal ini maka nama Sawahlunto sudah tercatat sebagai pengelola 

industri kreatif homestay  murah bagi kalangan wisatawan di ASEAN. Hal ini 

tidak terlepas dari peran dan pembinaan yang dilakukan Kementerian 

Pariwisata Republik Indonesia. Pada tahun yang sama juga mendapat apresiasi 

dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas penyelenggara akomodasi terbaik 

bagi kafilah pada acara MTQ Nasional se  Propinsi Sumatera Barat di Kota 

Sawahlunto. Serta juara III penilaian Kota Industri Pariwisata tingkat Provinsi 

Sumatera Barat pada tahun 2016 yang diterima di Cendana Homestay.   

Pengelolaan dan pengembangan homestay ini tidak terlepas dari peran 

serta semua stakeholder yang ada, baik itu pemerintah, swasta, peran serta 

masyarakat, media baik lokal maupun internasional.  Dengan meningkatnya 

jumlah kunjungan wisata ke Sawahlunto semakin menambah pendapatan 

masyarakat  yang muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Kota Sawahlunto. 

2.  Masyarakat.  

Kiprah masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya peran yang 

dijalankan oleh pemerintah. Kondisi masyarakat di suatu daerah sangat 

berbeda, ada masyarakat yang kooperatif dan ada juga masyarakat yang sangat 

mudah untuk diajak bekerja sama, namun ada pula masyarakat yang tidak 

kooperatif, apatis dan acuh terhadap segala program pemerintah. Sementara 

pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Hal ini 



 
 

merupakan hal penting karena sebagai hal pengalaman pada beberapa daerah 

tujuan wisata, apabila tidak melibatkan masyarakat setempat, akibatnya tidak 

ada sumbangsih ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar. Selain itu juga 

perlu untuk mengajak masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar menyadari 

peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka untuk 

memanfaatkan peluang - peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang 

dapat menguntungkan secara ekonomi. Masyarakat Kota Sawahlunto 

merupakan masyarakat yang sangat mudah untuk bekerja sama dan sangat 

perduli pada kemajuan Kota Sawahlunto.  

Dengan melakukan pemeliharaan-pemeliharaan dari segi positif yang 

dilakukan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bermanfaat 

bagi pengembangan pariwisata, mengurangi pengaruh buruk akibat dari 

pengebangan pariwisata, pembinaan kerjasama baik berupa pembinaan produk 

wisata, pemasaran dan pembinaan masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah 

berkerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota 

Sawahlunto juga mengajak masyarakat sekitar daerah tujuan wisata agar 

menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta merangsang mereka 

untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan 

yang dapat menguntungkan secara ekonomi.  

3.     Media 

Media Masa disini dapat dilihat diantaranya Brosur, Baliho, Buku saku, 

kalender. Media merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.  Dari hasil penelitian 



 
 

dapat di ketahui sampai saat ini Kota Sawahlunto menggunakan beberapa 

media promosi yaitu Media cetak, Media elektronik, dan Media Luar ruangan. 

Pemyampaian pesan melalui media dapat dikatakan sukses apa bila menadapat 

respon positif dari khalayak serta mampu berkomunikasi dengan baik pada 

khalayak tersebut.  

Media memiliki peran sebagai alat yang digunakan untuk 

menyampaikan atau menyebarkan informasi yang telah dirancang. Seperti yang 

telah peneliti jelaskan diatas bahwa Kota Sawahlunto memanfaatkan beberapa 

media sebagai promosi dalam pengembangan Kota Sawahlunto sebagai Kota 

Wisata Tambang yang berbudaya yaitu media cetak seperti surat kabar, 

majalah pariwisata, Kalender Event Pariwisata, Booklet, serta leaflet. Media 

elektronik seperti televisi dan Kadang memanfaatkan radio lokal 99,9 FM 

Radion The best Music and Information Kota Sawahlunto, dan terakhir Media 

luar ruangan seperti baliho, spanduk, yang ditempatkan di lokasi-lokasi 

strategis yang dapat dilihat oleh calon wisatawan. Pemilihan media-media 

tersebut dikarenakan media-media tersebut dipandang mampu menyampaikan 

pesan-pesan pariwisata. Jangkauan yang luas juga menjadi salah satu faktor 

yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan media khususnya media 

elektronik. Oleh karena itu meningkatnya kunjungan wisatawan dengan jumlah 

yang fantastis dimana dapat dilihat melalui data kunjungan wisatawan Kota 

Sawahlunto yang penulis lampirkan dalam thesis ini merupakan salah satu 

faktor dampak baik dari penggunaan media sebagai Promosi Wisata yang ada 

di Kota Sawahlunto. Namun Pemerintah kota Sawahlunto dan Dinas terkait 



 
 

juga harus lebih kreatif dalam mempromosikan pariwisata agar target yang 

diterapkan dapat terealisasi.  

Sampai saat ini promosi melalui media sosial masih dilakukan oleh 

pemerhati wisata juga yang datang berkunjung ke Kota Sawahlunto. Fenomena 

selfie, wefie, dan groufi serta mengupload ke media sosial seperti 

Instagram,facebook, teweeter, path dan media sosial lainnya secara tidak 

langsung membantu Pemerintah Daerah dan Dinas terkait dalam promosi 

wisata. Peningkatan inovasi dalam bidang promosi tentu saja harus dilakukan , 

salah satu inovasi sederhana untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke Kota 

Sawahlunto adalah dengan melakukan promosi melalui penyampaian pesan 

melalui media sosial.  

Hal ini terbbukti dengan beberapa wawancara yang penulis lakukan 

dengan wisatawan yang datang dan berkunnjung ke beberapa objek wisata 

yang ada di Kota Sawahlunto dimana mereka  mengungkapkan bahwa mereka 

mengetahui objek wisata tersebut melalui foto-foto yang di unggah oleh teman-

teman mereka ke media sosial sehingga menimbulkan keinginan bagi mereka 

untuk ikut berfoto ria di beberapa sport foto instagramable yang ada di Kota 

Sawahhlunto. Bahkan di Media Sosial instagram sering di adakan ajang 

perlombaan foto yang instagramable di berbagai sport foto yang merupakan 

bangunan penginggalan belanda yang ada di Kota Sawahlunto sehingga 

mereka akan berupaya bagaimana mendapatkan hasil foto yang bagus dan 

menarik bagi para calon wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara 

Dengan menggunakan media sosial secara tepat akan berpotensi dalam 



 
 

meningkatkan minat bagi pasra pengguna media sosial maupun internet yang 

membaca dan mengikuti media sosial tersebut. 

 “Ada tiga elemen yang harus di penuhi dalam mewujudkan kota 

Sawahlunto sebagai kota Wisata Tambang yang Berbudaya yakni Atraksi, 

Amenitas dan Aksesbilitas”
86

 

1. Daya Tarik (Atraksi) 

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen produk 

pariwisata. Dalam kegiatan berwisata, ada pergerakan manusia dari tempat 

tinggalnya menuju ke destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang 

didalamnya terdapat daya tarik wisata, Sarana prasarana dan juga masyarakat 

yang saling terkait untuk melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Setiap 

destinasi wisata, memiliki daya tarik yang berbeda- beda sesuai dengan 

kemampuan atau potensi yang dimiliki. Daerah tujuan wisata untuk menarik 

wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun 

masyarakat dan budayanya. Semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 

berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti di Kota Sawahlunto, 

pemandangan alam, panorama indah, puncak dan bukit serta keindahan 

keindahan lainnyayang memiliki keunikan tersendiri juga mendukung Kota 

Sawahluntomenjadi Kota Wisata Tamabang yang berbudaya dimana 

masyarakat yang multi etnis diantaranya Minang, jawa, Tionghoa, Batak, 

Sunda, Makasar, Aceh, Bugis, dan etnis lainnya.. Budaya masyarakat kota 

sawahlunto Selain itu, karya manusia yang berwujud museum, peninggalan 
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purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, , taman rekreasi, dan tempat 

hiburan juga merupakan daya tarik wisata untuk berkunjung ke Kota 

Sawahlunto.  

2. Aksesbilitas (Accessibility) 

Dalam suatu perjalanan wisata, terdapat pula faktor yang tidak kalah 

penting dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu faktor aksesbilitas 

yang berarti kemudahan untuk mencapai destinasi wisata, yang terkadang 

diabaikan oleh wisatawan. Dalam pengembangan pariwisata akses yang 

bersifat fisik maupun non fisik untuk menuju suatu destinasi merupakan suatu 

hal yang penting. Aspek fisik yang menyangkut jalan, kelengkapan fasilitas 

dalam radius tertentu, frekuensi transportasi umum dari terminal terdekat 

sednagkan untuk akses non fisik ialah suatu kondisi yang tidak bisa dilihat 

tetapi dapat dirasakan. Aksesibilitas non fisik ini sifatnya lebih kepada layanan. 

Akses ini bisa kita temui pada ruang-ruang publik yang ada disekitar kita, 

seperti perkantoran, sekolah, rumah sakit, supermarket dan lain-lain. 

Aksesibilitas non fisik juga bisa disebut pola pikir, perilaku dan sebagainya. 

3. Fasilitas Dan Pelayanan Wisata (Amenitas) 

Disamping daya Tarik wisata, wisatawan dalam melakukan kegiatan 

wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang dalam perjalanan. 

Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan tersebut, perlu disediakannya 

bermacam-macam fasilitas, mulai dari pemenuhan kebutuhan sejak awal 

keberangkatan dari tempat tinggal, selama berada di destinasi wisata dan saat 

kembali ke tempat semula. Komponen fasilitas dan pelayanan perjalanan 



 
 

biasanya terdiri dari unsur transportasi, akomodasi, kuliner dan fasilitas 

penunjang lainnya yang bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan 

perjalanan.Di Kota Sawahlunto begitu banyak Hotel, Mess dan Home stay 

yang di jadikan sebagai Alternatif penginapan bagi para wisatawan baik 

wisatawan Lokal maupun Wisatawan Mancanegara yang datang mrlancong ke 

Kota Sawahlunto. Berikut data Hotel, Mess dan Homestay yang ada di kota 

Sawahlunto.
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B. Faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

Tentang Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor  2 Tahun 2001 

Mengenai Visi Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang Yang 

Berbudaya Tahun 2020 

  Faktor Penghambat Pariwisata tidak lepas dari adanya permasalahan 

yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisata yang ada di destinasi wisata. 

Belum tertata dengan baik berbagai macam potensi wisata maupun sarana dan 

prasarana objek wisata juga menjadi faktor penghambat pengembangan wisata. 

1. Keadaan jalan menuju Objek Wisata kurang baik  

Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan 

menimbulkan permintaan yang sama mengenai sarana prasarana, serta 

persediaan lain. Industri pariwisata memerlukan prasarana, seperti jalan raya, 

jembatan, terminal, pelabuhan, lapangan udara. Tidak semua objek wisata di 

yang berada di Kota Sawahlunto ini terletak di pinggir jalan poros. Sebagian 

objek terletak jauh dari pusat kota sehingga cukup sulit untuk di kunjungi 
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oleh para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancaneraga. 

Hal ini dapat dilihat banyaknya jalan yang belum beraspal, medan jalan yang 

terjal bahkan ada sebuah Objek Wisata dimana untuk menuju kesana kita 

harus melintasi jalan yang di kiri dan kanan nya terdapat pepohonan yang 

amat besar dan banyak semak belukar.  

  Keadaan jalan yang kurang baik dan sempit menjadi hambatan 

yang besar bagi para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatwan 

manca negara untuk dapat berkunjung ke sebuah Obejk Wisata yang ada di 

Kota Sawahlunto. Jika tidak ditangani dengan baik maka dapat mengurangi 

jumlah pengunjung yang ingin berkunjung ke berbagai Obyek Wisata karena 

jalan yang dilalui untuk menuju ke Obyek Wisata kurang begitu nyaman. 

Bahkan salah satu Objek Wisata yang meruapakan Kategori Geoaprk 

Nasional yaitu Objek Wisata Batu Runcing  dimana medan jalan menuju 

kesana masih belum di beri aspal sehingga wisatawan sulit untuk nerkunjung. 

Harusnya pemerintah lebih membenahi lagi akses jalan menuju ke tempat 

tempat wisata yang ada di kota Sawahlunto termasuk Puncak Batu Runciang.  

Berikut dianataranya medan jalan menuju Objek Wisata yang dapat 

dikatakan kurang baik dan kurang begitu nyaman.  

Gambar 2.9 Akses menuju Objek WisataPuncak Batu Runcing  

 



 
 

 

Ga,bar 2.10 Akses menuju Objek Wisata Danau Biru 

 

Gambar 2.11 Akses menuju Objek Wisata Desa Wisata Rantih  

 

Tak hanya kondisi jalan, sarana dan prasarana pendukung juga masih 

kurang memadai sebut saja rumah makan dan restoran serta agen perjalanan dan 

tour guide masih kurang memadai. Sekalipun berbagai jenis penginapan berupa 

Hotel, Mess dan Homestay sangat  merambah masuk ke Kota Sawahlunto tetapi 

untuk restoran dan rumah makan juga belum memadai di berbagai objek wisata 

yang cukup jauh dr pusat Kota. Sekalipun sudah banyak macam restoran di daerah 

perkotaan tetapi untuk di beberapa Objek Wisata yang jauh dr pusat kota perlu di 

lakukan pemerataan Restoran dan juga meningkatkan lagi agen perjalanan dan 

tour guide di Kota Sawahlunto .   

2. Sumber Daya Manusia yang Mengelola Lebih di Tingkatkan Lagi 

Sumber daya manusia merupakan salah satu  modal dasar dalam upaya 

mengemabangkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang 

Berbudaya. Sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan harus memiliki 



 
 

keahlian dan memiliki keterampilan untuk memberikan  pelayanan pariwisata 

serta menangani berbagai permasalahan kepariwisataan dan berbagai persoalan 

yang ada. Berhasilnya suatu pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata 

di Kota Sawahlunto juga tergantung pada kemampuan para pelaksana yang 

bertugas pada tempat-tempat daerah tujuan wisata maupun aparat pelaksana 

pengembangan sektor pariwisata, yakni aparat Dinas Priwisata dan Kebudayaan 

Kota Sawahlunto itu sendiri 

Salah satu strategi utama yang disusun oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kota Sawahlunto dalam  Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dimana poin penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud 

itu diantaranya : 

a. Pengembangan akan profesionalisme sumber daya manusia dengan 

mengadakan pelatihan dan pendidikan  baik menengah, akademi, maupun 

perguruan tinggi serta sertifikasi segala macam pelatihan untuk memantau 

standar kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dihasilkan dan sekaligus 

sebagai motivator untuk berprestasi pengembangan kapasitas dan kualitas 

pendidikan melalui jenjang pendidikan baik menengah, akademi, maupun 

perguruan tinggi serta sertifikasi segala macam pelatihan. 

b. Peningkatan frekuensi pendidikan non formal secara berkesinambungan 

dalam bentuk kampanye sadar wisata dan bimbingan massal serta 

perluasan wawasan bagi instansi terkait dan penguasa kecil.  

c. Penataran secara terencana bagi aparat pemerintah khususnya staf Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka peningkatan profesionalisme 



 
 

d. Penetapan tourism information center (TIC) di tempat-tempat strategi 

dalam kota seperti terminal, bandar, dan disekitar objek wisata yang ada 

untk menyebarluaskan informasi wisata. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Kebijakan yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat 

terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kota Sawahlunto diantaranya Membangan Sektor Pariwisata, Menyusun 

perencanaan teknis pengembangan pariwisata, Meningkatkan pengelolaan 

objek wisata yang profesional dan berkualitas, Mewujudkan kawasan 

agrowisata Sawahlunto, Mengembangkan Kawasan Geopark Kota 

Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark, 

Meningkatkan Promosi Wisata Sawahlunto di Tingkat Regional, Nasional 

dan Internasional yang Terukur dan Tepat Sasaran. Kemudian Ketersediaan 

Dana Pengembangan Pariwisata. 

2. Faktor-faktor penghambat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat dalam 

Mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang 

Berbudaya diantaranya Keadaan jalan menuju Objek Wisata kurang kaik 

dan yang kedua Sumber Daya Manusia yang mengelola lebih ditingkatkan 

lagi. 

B. SARAN  

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi Simatera Barat):  
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a. Mewujudkan Agrowisata Kota Sawahlunto  

b. Melakukan dukungan dan koordinasi secara terus menerus dengan 

para stakeholder terkait. Dalam mewujudkan Kota Sawahlunto 

menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya yang lintas sektoral 

membutuhkan koordinasi antar semua pengambil kebijakan, 

perencanaan, politisi maupun pelaksana yang dapat mewujudkan Kota 

Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya sebagai 

sektor yang berdaya saing tinggi sepeerti yang diharapkan. . 

c.  Meningkatkan  regulasi terkait upaya Mewujudkan Kota Sawahlunto 

menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya  

d. Melakukan upaya pemantauan dan pendampingan kepada Unit 

Pelaksana Teknis berbagai Objek Wisata yang ada di Kota 

Sawahlunto 

e. Menetapkan Job Decription yang jelas terkait upaya Mewujudkan 

Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya 

f. Menerapkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang optimal 

yang baik untuk Mewujudkan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata 

Tambang yang Berbudaya  

2. Masyarakat Kota Sawahlunto 

a. Terus meningkatkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ataupun 

event-event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto 

b. Terus meningkatkan upaya promosi baik melalui promosi dari mulut 

ke mulut maupun melalui media sosial untuk memberikan referensii 
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alternatif wisata yang mudah dijangkau agar dapat menarik kunjungan 

wisatawan berkunjung ke Kota Sawahlunto.  
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